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Memiliki karmanya sendiri,
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Itulah yang akan diwarisinya.
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BAB |
PENDAHULUAN

Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Industri perbankan Indonesia telah mengalami pasang surut. Tahun
1983 ketika berbagai macam deregulasi mulai dilakukan pemerintah, bisnis
perbankan berkembang dengan pesat pada kurun waktu 1988-1996. Pada
tanggal 1 Nopember 1997 Pemerintah melakukan tindakan pencabutan izin
usaha 16 bank swasta nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 524 s/d 539/ KMK.017/ 1997.(Tabel 1.1).

Tindakan pemerintah tersebut menimbulkan kepanikan luar biasa di
kalangan masyarakat, karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda atau
pemberitahuan terlebih dahulu dari pemerintah bahwa akan melakukan
pencabutan izin usaha terhadap beberapa bank swasta nasional yang dinilai
“bermasalah”. Masyarakat sangat khawatir terhadap nasib dananya yang
disimpan pada bank yang izin usahanya dicabut. Mereka khawatir uang
simpanan mercka tidak dapat ditarik kembali atau hanya dapat ditarik
sebagian kecil saja. Mereka berada dalam posisi yang sangat lemah secara
hukum.

Dilema yang dihadapi pemerintah pada waktu itu, pada hakikatnya
adalah sebagai berikut. Di satu pihak, ada keharusan untuk menutup bank-

bank yang tidak sehat. Namun di lain pihak, ada keharusan pula untuk
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menjaga Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional agar tdak

kolep (baca: jatuh) dan kegiatan ekonomi tidak macet apabila ada lagi bank

yang ditutup.
Tabel 1.1
Daftar 16 Bank Swasta Nasional yang Dicabut Izin Usahanya
No. Nama Bank _T
Bank Andromeda A;
Bank Anrico - I

Bank Astria Raya
Bank Citrahasta Dharnamanunggal
Bank Dwipa
Bank Guna Internasional
Bank Harapan Sentosa - o
Bank I[ndustri -
Bank Jakarta !
Bank Kosagraha Semesta
Bank Majapahit Jaya
Bank Mataram Dhanarta
Bank Pacific
Bank Pinaesaan
Sejahtera Bank Umum

16 South East Asia Bank
Sumber : Surabaya Post, | Nopember 1997, h. 1

e it boed e g b= =T T BN RN VR R U LS

Dalam suasana krisis pada waktu itu, risiko keruntuhan perbankan dan
kemacetan kegiatan ekonomi tidak dapat diabaikan. Dilema 1tu baru dapat
dipecahkan setelah ditetapkan suatu kebijakan strategis, yaitu penjaminan
umum bagi semua nasabah dan kreditur bank, apapun yang terjadi dengan
banknya yang dikenal dengan nama blanker  guaraniee,  berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, tanggal 26 Januari 1998 tentang

Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Jmum.
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[¥8]

Kebijakan itu merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan
IMF (International Monetary l‘und) pada waktu review program bulan
Januari 1997. Dengan adanya kebijakan penjaminan umum tersebut
pengambilalihan dan pembekuan bank-bank vyang dilakukan tidak
menimbulkan rush di kalangan masyarakat. Selanjutnya kebijakan penutupan
dan pengambilalihan bank dilakukan lagi pada bulan Agustus 1998, kemudian
Maret 1999, dan rush tidak terjadi.

Pada Maret 1999 ada sembilan bank swasta nasional yang ikut
program rekapitalisasi perbankan (Tabel 1.2), lima diantaranya dimerjerkan
menjadi sebuah bank yaitu Bank Bali (Tabel 1.3), dan kermudian berdasarkan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) nama Bank Bali
diubah menjadi Bank Permata. Dengan merjer lima bank menjadi satu bank
menyebabkan  perubahan  kepemilikan  pemegang saham  sehingga
mengakibatkan perubahan perlakuan terhadap jumlah kepemilikan saham para
pemegang saham. Hal itu dikenal dengan nama konversi saham.

Akibat konversi itu maka akan timbul scgala bentuk perubahan baik
secara teknis perhitungan saham, teknis perubahan anggaran dasar perusahaan
serta prosedural konversi saham secara legal. Terlebih lagi terdapat 2 (dua)
perseroan bank yang sudah go-public yaitu PT Bank Bali Tbk dan PT Bank
Universal Tbk. Hal itu makin membuat kompleks merjer yang akan dilakukan
karena kepentingannya juga menyangkut masyarakat luas yang memiliki porsi

saham pada perusahaan sasaran merjer tersebut. Selain itu, corporaie action

SKRIPSI KONVERSI SAHAM DALAM EEBRYANTI SUBAKTININGSIH LAYARDI



IR-PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

sangat mempengaruhi pergerakan harga saham di bursa, karena akan
mempengaruhi keputusan-keputusan pemodal terhadap investasi sahamnya

pada perusahaan yang melakukan corporate action tersebut.

Tabel 1.2

Daftar 9 Bank Swasta Nasional yang Ikut Program Rekapitalisasi
No ! Nama Bank T

I Bank Arta Media i

2 Bank Bali _i

3 Bank Bukopin B

4 Bank Internasional Indonesia ]

5 Bank Lippo \

6 Bank Niaga o

7 Bank Patriot |

8 Bank Prima Express _ B - _]

9 Bank Universal ;

Sumber : Majalah Info Bisnis Edisi 67/ Tahun 1V/ April 1999
Tabel 1.3

Merjer 5 Bank Swasta Nasional menjadi Bank Bali (*Bank Permata)
Data Per September CAR (%) | DPK (Rp Juta) |
2001 Capital Aquation | Dana Pilak |
Ratio Ketiga ‘
Bank Artha Media 6,10 ' 8633 .
Bank Bali 13,01 113448
Bank Patriot 6,14 1 3670 :
Bank Prima Express 7,09 1.491,2 |
Bank Universal 410 [1.333, }

Sumber : Surabaya Post, Senin, 21 Januari 2003, h. 6
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Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas
dalam skripsi ini adalah sebagai berikut “Bagaimana konversi saham dalam

rangka merjer bank yang sudah go-public?”

2 Penjelasan Judul

Judul Skripsi ini adalah Konversi Saham Dalam Rangka Merjer
Bank Yang Telah Go-Public *) Studi Kasus Bank Permata. Agar udak
terjadi perbedaan penafsiran tetntang judul yang dimaksud, kiranya perlu
dijelaskan mengenai judul skripsi ini.

Konversi adalah pertukaran suatu surat berharga ke dalam surat
berharga lainnya, misalnya saham preferen atau obligasi konversi ditukarkan
terhadap sejumlah tertentu saham perusahaan yang menerbitkannya.'
Konversi yang dimaksud dalam skripsi ini tidak termasuk konversi bentuk
saham dari lembar saham ke saham elektronik.

Saham adalah tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan
dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah
selembar kertas, yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah

pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi

' Syahrul dan Muhammad Afdi Nizar, Kamus Akuntansi, Citra Harta Prima, Jakarta, 2000, h. 210.
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kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di
perusahaan tersebut. E

Merjer adalah gabungan dari dua atau lebih perusahaan, melalui
pemusatan kepentingan yang perkiraannya digabungkan.” Merjer terjadi
ketika sebuah perusahaan mengambil alih semua operasi dari entitas usaha
lain dan entitas yang diambilalih tersebut dibubarkan.' Adapula pengertian
merjer menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UUP 10/98) yang
menyebutkan merjer adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan
cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan
bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.” Sedangkan menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 (PP 27/98) 'entang
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas pada Pasal
1 angka 1-nya menyebutkan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum
yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan dirn
dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang
menggabungkan diri menjadi bubar.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dan masyarakat

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal Di Indonesia (Pendekatan Tannya
Jewab), Salemba Empat, Jakarta, 2001, h. 5.
*  Syahrul dan Muhammad Afdi Nifzar, op.cir. h. 547,
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kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak.6

Penawaran Umum atau sering pula disebut (o Public adalah kegiatan
penawaran saham atau Efek lainnya yang dilakukan oleh Emiten (perusahaan
yang akan go public) untuk menjual saham atau Efek kepada masyarakat
berdasarkan tata cara yang diatur Undang-Undang Nomor & Tahun 1995
Tentang Pasar Modal (UUPM 8/95) dan Peraturan Pc1aksanazmnya.7

Studi Kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-iimu sosial, dan
merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan berkenaan dengan
“how” atau “why”, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk
mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus
penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam
kehidupan nyata. ®

Jadi, Konversi Saham Dalam Rangka Merjer Bank Yang Telah
Go-Public *) Studi Kasus Bank Permata, dalam penulisan skripsi ini
diartikan sebagai pertukaran surat berharga tanda kepemilikan seseorang atau
badan dalam suatu perusahaan sebagai akibat penggabungan dua atau lebih

perusahaan yang dalam hal ini bergerak di bidang penyaluran dana kepada

4

Beams, Brozovsky and Shoulders, Akunitansi Lanjuten, Nl 1, Ed. 7, terj. Kaharudin, Prenhaltindo,

Jakarta, 2002, h. 117.

5

% N &

=

UUP 10/98 Pasal 1 angka 25.

UUP 10/98 Pasal | angka 2.

Syahrul dan Muhammad Afdi Nizar. /o.cit. Hal 40.

Robert K. Yin, Studi Kasus (Desain dan Metode Penelitian), Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002,
1.
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masyarakat namun perusahaan (badan usaha) ini sebeiumnya telah menjual
saham atau efek kepada masyarakat luas. Dimana pembahasannya

dititikberatkan pada Kasus Bank Permata.

Alasan Pemilihan Judul

Judul ini dibuat dengan pertimbangan bahwa selama ini bahan
kepustakaan yang membahas fenomena merjer dalam dunia perbankan yang
mengakibatkan konversi dalam kepemilikan saham (yang telah go-public) dari
segi legal masih jarang dibahas. Dalam penulisan skripsi ini, sava berusaha
untuk membahas konversi saham dalam rangka merjer dari segi legal

khususnya berkaitan dengan Hukum Pasar Modal.

Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai pemenuhan tugas akhir
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Airlangga. Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan
sumbangan pemikiran secara yuridis dalam konteks konversi saham dalam
rangka merjer perseroan (bank) yang telah go-public, serta untuk menambah

perbendaharaan tulisan masyarakat dan akademisi pada khususnya.
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9

Metode Penelitian
a. Pendekatan Masalah
Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan yuridis konseptual.

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual. Pendekatan ini meliputi
asas-asas, sistematika, sinkronisasi (penyesuaian), — sejarah dan
perbandingan. Konversi saham pada bank-bank yang terlibat dalam merjer
ditelaah berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan sumber bahan hukum primer
dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer meliputi
peraturan perundang-undangan, dan keputusan-keputusan yang terkait dengan
perseroan terbatas dan pasar modal. Sumber bahan hukum sekunder meliputi
buku-buku, majalah-majalah, tulisan-tulisan ilmiah tentang Hukum Perseroan,
Hukum Pasar Modal, Merjer dan Akuisist.

Selain itu untuk menunjang penulisan digunakan pula bahan bacaan
yang berasal dari non hukum, antara lain: Akuntansi Lanjutan, Audiung serta
bidang studi yang terkait dengan pembahasan skripsi int.
¢. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Cara pengumpulan data dengan membaca peraturan perundang-

undangan dan beberapa literatur baik berupa buku, koran, majalah, tulisan-
tulisan ilmiah, maupun bacaan dan bahan-bahan lain yang ada kaitannya

dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini terutama dalam lingkup
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Hukum Pasar Modal, Hukum Perseroan, Merjer dan Akuisisi serta
Akuntansi Lanjutan. Bahan hukum yang diperoleh dikelompokkan sesuai
dengan topik bahasan. Saya menerakan kode pada masing-masing
kelompok bahan hukum. Hal itu bertujuan untuk memudahkan tahapan
penulisan skripsi maupun analisisnya.
d. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan yang telah diperoleh digunakan metode
deskriptif analisis, yaitu metode konseptual, yaitu berdasarkan konsep-
konsep yang telah ada, dan digunakan untuk menganalisis bahan hukum

yang ada.

Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam skripsi ini, saya
berusaha membuat sistematika dengan jalan mengelompokkan berdasarkan
kesamaan dan hubungan dari masalah yang ada. Skripsi ini terdin dan 4
(empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut.

Bab 1, Pendahuluan, merupakan garis besar dari keseluruhan isi skripsi
ini yang menguraikan hal-hal yang melatarbelakangi penulisan disertai
dengan perumusan masalah, alasan dan tujuan penulisan, metodologi serta
pertanggungjawaban sistematika. Bab ini memberikan gambaran umum
keseluruhan isi skripsi dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman bab-

bab selanjutnya.
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Bab Il dibagi menjadi 4 (empat) sub-bab, antara lain mengenar:
merjer; laporan konsolidasi; pasar modal, saham & go-public serta konversi
saham dalam rangka go-public.

Bab IIl diuraikan lagi ke dalam 4 (empat) sub-bab, antara lain
mengenai: tinjauan kasus Bank Permata; pandangan yuridis terhadap merjer;
perlakuan terhadap saham go-public dalam rangka merjer; dan telaah konversi
saham dalam kasus Bank Permata.

Bab 1V, Penutup, berisikan simpulan dan saran yang disimpulkan dari

seluruh pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini.
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PROSEDUR MERJER DALAM
RANGKA GO-PUBLIC
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BAB II
PROSEDUR MERJER DALAM RANGKA GO-PUBLIC

Merjer

Merjer terjadi manakala terdapat 2 (dua) perseroan terbatas (PT) atau
lebih dimana 1 (satu) atau lebih menggabungkan diri pada 1 (satu) PT vang
sudah ada.” Selain merjer dikenal pula adanya akuisisi dan konsolidasi.
Perbedaan utamanya pada akuisisi, eksistensi kedua P'T tetap ada dan hidup,
tidak ada satupun yang bubar, hanya saja karena saham dari PT vang satu
dikuasai oleh saham dari PT yang lain, maka secara manajemennya terjadi
satu kesatuan manajemen. Pada konsolidasi, semua PT yang pernah ada
menjadi bubar dan meleburkan diri menjadi 1 (satu) PT baru. Sedangkan pada
merjer, ada 1 (satu) PT yang eksistensinya tetap ada dan hidup, sedangkan PT
lainnya lenyap dan menggabungkan diri dalam PT yang tetap ada'’. Pada
kasus Bank Bali terjadi suatu merjer bukan akuisisi namun berdasarkan
RUPSLB namanya diganti menjadi Bank Permata.

Merjer adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu
perusahaan aiau lebih untuk dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan

perusahaan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perusahaan lain dan

9

53
10

Rudhi Prasetya, Kedudkan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.

Ibid
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kemudian membentuk perusahaan baru.'' Konsekuensi perbuatan hukum
merjer adalah perusahaan yang menggabungkan diri menjadi  bubar,
sedangkan perusahaan yang menampung atau menerima merjer tetap berdiri
utuh dan eksistensi perusahaan tersebut tetap diakui adanya.

Tindakan merjer perusahaan yang tidak terkontrol dengan baik
berpotensi untuk terjadinya praktik monopoli serta persaingan pasar yang
tidak sehat. Hal itu dikarenakan efek negatif dari merjer terhadap suatu
persaingan pasar, antara lain: 2

(1) Terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat
menyebabkan harga produk semakin tinggi.

(2) Kekuatan pasar (market power) menjadi semakin besar yang dapat
mengancam pebisnis kecil.

Pengaturan merjer di Indonesia lebih bersifat rufe of reason, dimana
tindakan merjer diperbolehkan sepanjang secara substansial tidak mengurangi
persaingan usaha.” Ketentuan itu diatur dalam Pasal 28 UU Nomor Tahun
1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Schat
(UU Persaingan 5/99) jo. Pasal 104 ayat (1) huruf b UU No. 1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1/95).

~

Prosedur merjer menurut pasal 102 UUPT 1/95 ayat (2) dan (3),
sebagai berikut :

(2) Rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dituangkan dalam Rancangan Penggabungan atau peleburan yang

1l

UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 102 ayat (1).
i2

Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Fra Persaingan Sehar), Citra Aditya Bakdi,
Bandung, 1999, h. 90
" Ibid. h. 98
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disusun bersama oleh Direksi dari perseroan yang akan melakukan

penggabungan atau peleburan, yang memuat sekurang-kurangnya:

a. nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan,

b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan
melakukan penggabungan atau peleburan dan  persyaratan
penggabungan atau peleburan;

c. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan
melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan
hasil penggabungan atau peleburan;

d. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan
bila ada, atau rancangan Akta Pendirian perseroan baru hasil peleburan;

e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir
dari semu perseroan yang akan melakukan penggabungan atau
peleburan, dan

f.  hal-hal lain yang pelru diketahui oleh pemegang saham masing-masing
perseroan.

(3) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hanya dapat dilakukan apabila Rancangan Penggabungan atau Peleburan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetujui oleh RUPS masing-masing
perseroan.

Lebih lanjut menurut Pasal 106-nya, menyatakan:

(1) Rancangan penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS
dilampirkan pada permohonan perubahan Anggaran Dasar perseroan untuk
mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksuda dalam Pasal 15 ayat
(1),

(2) Rancangan Penggabungan Perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS
baik yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar maupun yang disertai
perubahan Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (3).

{3) Rancangan peleburan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS
dilampirkan pada permohonan pengesahan akta pendirian perseroan hasil
peleburan untuk mendapat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (6).

(4) Rancangan Pengambilan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS
dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku pula
bagi penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan.

Lebth lanjut mengenai pengegabungan  (merjer), peleburan

(konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi) diatur dalam PP 27/98.
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2. Laporan Konsolidasi
Pada saat terjadi penggabungan usaha, maka sccara otomatis pula
perusahaan-perusahaan yang bergabung dianggap sebagai satu kesatuan
usaha. Para pengguna laporan keuangan pada umumnya ingin mengetahui dan
mendapatkan informasi tentang posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas dari
suatu kelompok usaha secara keseluruhan. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi
melalui penyajian laporan konsolidasi yang menyajikan informasi keuangan
dari suatu kelompok perusahaan scbagai satu kesatuan ekonomi meskipun
masing-masing perusahaan dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas
hukum yang terpisah.
Laporan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan dari suatu group
perusahaan yang disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi.! Kriteria
penyusunan laporan keuangan konsolidasi sebagai berikut:"

a) mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian
dengan investor lainnya;

b) mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan
operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;

c) mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan:

d) mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila:'®

a. pengendalian dimaksudkan untuk sementara, karena saham anak perusahaan
dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek: atau

b. anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga
mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana
kepada induk perusahaan.

" Ikatan Akuntan Indonesia, “PSAK Nomor 4 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi Paragraf

037, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Per 1 April 2002, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
" Ibid. Paragraf Nomor 05
' Ibid. Paragraf Nomor 06
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Anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan harus dipertanggungjawabkan
oleh induk perusahaan sesuai dengan PSAK Nomor 13 tentang Akuntansi
untuk Investasi.

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan
induk perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan
menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas,
pendapatan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan
informasi keuangan dari kelompok perusahaann tersebut scbagai satu

kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:'”

a. Saldo tercatat (carrying amount) penyertaan induk perusahaan pada masing-
masing anak perusahaan dieliminasi dengan ekuitas anak perusahaan yang
menjadi bagian induk perusahaan.

b. Saldo antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan dalam kelompok
perusahaan tersebut, termasuk penjualan, beban, deviden harus dieliminasi
seluruhnya;

c. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang berasal dari transaksi
antar perusahaan harus dieliminasi;

d. Hak minoritas dalam laba bersih disajikan sebagai pengurang dari laba bersih
konsolidasi untuk mendapatkan jumlah laba bersih yang menjadi hak pemegang
saham induk perusahaan; dan

e. Hak minoritas dalam aktiva bersih disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi,
diantara ekuitas dan kewajiban. Hak minoritas dalam aktiva bersih terdiri dari:

1. suatu jumlah pada saat terjadinya penggabungan usaha, yang dihitung
dengan cara yang ditentukan dalam PSAK No. 22 tentang Akuntansi
Penggabungan Usaha: dan

2. bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi
setelah tanggal penggabungan usaha

Pengungkapan  (disclosure) Laporan  Keuangan Konsolidasi
berdasarkan PSAK Nomor 04 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi

paragraf 17, mencakup hal-hal sebagai berikut:

""" Ihid. Paragraf Nomor 08
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a. daftar anak perusahaan (yang signifikan) yang antara lain mencakup: nama,
tempat kedudukan, persentase kepemilikan dan persentase hak suara
(apabila berbeda dengan persentase pemilikan);

b. alasan untuk tidak mengkonsolidasikan suatu anak perusahaan:;

Pasar Modal, Saham Dan Go-Public
a. Pasar Modal
Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan
yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan
semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat
berharga yang beredar. UUPM 8/95 Pasal 1 angka 13 memberikan
pengertian Pasar Modal yang lebih spesifik yaitu “kegiatan yang
bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek,
Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta
lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.
Ada 2 jenis pasar modal, yang dikenal dan dibedakan berdasarkan
bentuk perdagangannya dan proses transaksinya.
1. Berdasarkan bentuk perdagangannya
a.Pasar Perdana (Primary Marker)
Pasar perdana adalah pasar modal yang memperdagangkan saham-
saham atau sekuritas lainnya yang dijual untuk pertama kalinya

(penawaran umum) sebelum saham tersebut dicatatkan di bursa.
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b. Pasar sekunder (Secondary murker)

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham
setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana.' Harga
saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan
penawaran antara pembeli dan penjual. Hasil penjualan saham
disini biasanya tidak lagi masuk modal perusahan, melainkan
masuk kedalam kas para pemegang saham yang bersangkutan.

Pasar sekunder berwujud bursa efek, saat ini ada dua bursa
efek di Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek
Surabaya. Efek yang akan ditransaksikan melalui pasar sckunder
harus dicatatkan lebih dahulu di bursa efek.

c. Pasar ketiga (third market)

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas
lain di luar bursa (over the counter marker). Bursa paralel
merupakan suatu sistem perdagangan efek yang terorganisasi di luar
bursa efek resmi, dalam bentuk pasar sekunder yang diatur dan
dilaksanakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek dengan
diawasi dan dibina oleh badan Pengawas Pasar Modal'’. Jadi,
dalam pasar ketiga ini tidak memiliki pusat lokasi perdagangan

yang dinamakan floor trading (lantai bursa). Operasi yan g ada pada

o Menurut paket Desember 1987 (Pakdes 1987), Tentang pasar modal Indonesia.
1hid.
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pasar ketiga berupa pemusatan informasi vang disebut “trading
information”.
d. Pasar keempat (fourth market)

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar
pemodal atau dengan kata lain pengalihan saham dari satu
pemegang saham ke pemegang lainnya tanpa melalui perantara
pedagang efek. Bentuk transaksi dalam perdagangan semacam ini
biasanya dilakukan dalam jumlah besar (hlock sale). Mekanisme
kerja dalam pasar modal menghendaki pelaporan terhadap transaksi
block sale tersebut kepada bursa efek secara terbuka.

2. Berdasarkan Proses Transaksi
a. Pasar Spot

Adalah bentuk pasar keuangan yang memperdagangkan
sekuritas atau jasa keuangan untuk diserah-terimakan secara
spontan. Artinya, bila sescorang membeli suatu jasa-jasa finansial,
maka pada saat itu juga akan menerima jasa yang dibeli tersebut.
Meskipun serah-terima sekuritas atau jasa keuangan tidak dapat
dilakukan segera, yang dipentingkan adalah proes transaksi
tersebut menunjukkan saat terjadinya perpindahan kekayaan di

antara kedua belah pihak.
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b. Pasar /wures atau I'orward
Adalah pasar keuangan dimana sekuritas atau Jasa keuangan
yang akan diselesaikan pada kemudian hari atau beberapa waktu
sesual dengan ketentuan. Proses transaksi memuat kesepakatan
saat terjadinya transaksi dan saat penyerahan harus dilakukan.
c. Pasar Opsi
Merupakan pasar keuangan yang memperdagangkan hak untuk
menentukan pilihan terhadap saham atau obligasi. Pilihan tersebut
adalah persetujuan atau kontrak hak pemegang saham untuk
membeli atau menjual dalam waktu tertentu diantara entitas yvang
melakukan kontrak terhadap opsi yang diperjualbelikan. Hak opsi
harus menegaskan dalam kontrak, bahwa kesempatan hanya dapat
digunakan dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian apabila
dalam periode tersebut tidak digunakan, kesepakatan  dalam

kontrak tersebut dinyatakan batal demi hukum.

b.Saham
Saham didefinisikan sebagai suatu tanda penyertaan atau pemilikan
seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas.
Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik
kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga

tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang
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ditanamkan di perusahaan tersebut.”’ Saham pada hakikatnya merupakan
hak penyertaan pemegangnya dalam suatu PT. Berdasarkan UUPM 8/95
bentuk saham dapat berupa scham elektronik yang merupakan hasil
konversi dari saham yang berbentuk warkat atau lembar saham.

Beberapa karakteristik yuridis kepemilikan saham suatu perusahaan,
antara lain:*'

e [Limited risk, artinya pemegang saham hanya bertanggung jawab
sampal jumlah yang disetorkan ke dalam perusahaan.

o Ultimate control, artinya pemegang saham secara kolektif akan
menentukan arah dan tujuan perusahaan.

o Residual claim, artinya pemegang saham merupakan pihak terakhir
yang mendapatkan pembagian hasil usaha perusahaan (dalam bentuk
deviden) dan sisa aset dalam proses likuidasi perusahaan. Pemegang
saham memiliki posisi yunior dibandingkan pemegang obligasi atau
kreditor.

Saham merupakan surat berharga yang paling populer dan dikenal luas

di masyarakat. Ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham:*

20

Tjiptono Darmadji & Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal Di Indonesia (Pendekatan Tanya
Jewab), Salemba Empat, Jakarta, 2001, h. 5.

' Ibid, h. 5-6

2 Ibid h 6-7
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(9]
I

1. Ditinjau Dari Segi Kemampuan Hak Tagihnya

a. Saham Biasa (common stocks), yaitu saham yang menempatkan
pemiliknya paling yunior terhadap pembagian deviden, dan hak
atas harta kekayaan perusahaan apabile perusahaan dilikuidasi.

b. Saham Preferen (preferred stocks), yaitu saham yang memiliki
karakteristik gabungan atara obligasi dan saham biasa, karena
dapat menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligast),
tetapi juga dapat tidak mendatangkan hasil seperti yang
dikehendaki investor.

2. Ditinjau Dart Cara Peralihannya

a. Saham Atas Unjuk (bearer stocks), artinya pada saham tersebut
tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan
dari satu mvestor ke investor lainnya.

b. Saham Atas Nama (registered stocks), merupakan saham yang
ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara
peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

3. Ditinjau Darn Kinerja Perdagangan

a. Blue-chip Stocks, yaitu saham biasa dari suatu perusahaan yang
memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri sejents,
memiliki  pendapatan yang stabil dan konsisten dalam

membayar deviden.
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9]
3]

b, Income Stocks, yaitu saham dan suatu emiten yang memiliki
kemampuan membayar deviden lebih tinggi dari rata-rata
deviden yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten
seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapalan yang lebih
tinggl dan secara teratur membagikan deviden tunai. Emiten ini
tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi
pertumbuhan harga saham (P/E ratio).

c. Growth Stocks (well-known), yaitu saham-saham dari emiten
yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai
leader di industri yang sejenis yang mempunyai reputasi tinggi.
Selain itu terdapat juga growth stock (lesser-known), yaitu
saham dari emiten tidak sebagai /eader dalam industri namun
memiliki ciri growth stock. Umunya saham ini berasal dari
daerah dan kurang populer di kalangan emiten.

d. Speculative Stocks, yaitu saham suatu perusahaan yang tidak
bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke
tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang
tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.

e. Counter Cyclical Stocks, yaitu saham yang tidak terpengaruh
oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara
umum. Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi

dimana emiten dapat memberikan deviden yang tinggi sebagai
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akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan
yang tinggi pada masa resesi. Emiten seperti ini biasanya
bergerak dalam produk yang sangat dan selalu dibutuhkan oleh

masyarakat seperti rokok, consumer goods.

Tabel 2.1

Perbedaan Saham Biasa dengan Saham Preferen

Saham Preferen ]
Memiliki hak lebih dahulu dalam

Saham Biasa
Deviden dibayarkan

sepanjang

erusahaan memperoleh laba.

memperoleh deviden.

Memiliki hak suara dalam RUPS (one
share one vote).

Dapat mempengaruhi manajemen
perusahaan terutama dalam
pencalonan pengurus perusahaan.

Memiliki hak terakhir dalam pembagian
kekayaan jika perusahaan tersebut
dilikuidasi  setelah semua kewajiban
perusahaan dilunasi.

Memiliki hak pembayaran
maksimum sebesar nilai nominal
saham lebth dahulu setelah
kreditor ~ apabila  perusahaan
tersebut dilikuidasi.

terbatas
sebesar

Memiliki  tanggung jawab
terhadap klaim pihak lain
proporsi sahamnya.

Kemungkinan dapat memperoleh
tambahan dari pembagian laba
perusahaan disamping |
penghasilan yang diterima secara |
tetap.

Hak untuk mengalihkan kepemilikan
sahamnya.

Dalam hal perusahaan dilikuidasi,
memiliki hak memperoleh
pembagian kekayaan perusahaan
di atas pemegang saham biasa
setelah semua kewajiban
perusahaan dilunasi.

Sumber : Tjiptono Darmadji & Hendy M.

Fakruddin. Pasar Modal Di Indonesia

(Pendekatan Tanya Jawab). Salemba Empat, Jakarta, 2001, h. 7-8.
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c. Go-Public

Rencana go-public lazimnya merupakan satu bagian dari corporate
planning yang sangat strategis bagi setiap perusahaan dalam rangka
mencapai tujuan jangka panjang. Go-public atau Penawaran Umum Efek
merupakan salah satu alternatif yang cocok untuk memenuhi kebutuhan
modal bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek masa depan
yang baik. Oleh karena itu, selain mengetahui alasan dan manfaat go-
public, para pemilik perusahaan juga harus menghayati konsekuensinya
terhadap kepentingan pribadi dan perusahaannya.

Menurut Pasal 1 angka 6 UUPM 8/95, Emiten adalah pihak yang
melakukan kegiatan Penawaran Umum. Berbeda penekanan terhadap
definisi emiten yang menekankan pada aspek kegiatan, pengertian
Perusahaan Publik pada pasal 1 angka 22 UUPM 8/95 lebih menekankan
pada kuantitas penyebaran efek di masyarakat dan aspek permodalan
perusahaan.

Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki
sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor
sekurang-kurangnya Rp 3 miliar”. Selama suatu perusahaan memenuhi
kriteria tersebut (kepemilikan dan permodalan), maka seiama itu pula

perusahaan tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang pasar

23

UUPM 8/95 Pasal 1 angka 22.
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modal yang mengatur perusahaan publik, khususnya yang berkaitan dengan
prinsip keterbukaan.*

Perusahaan Tercatat adalah perusahaan publik yang mencatatkan
sahamnya di suatu Bursa Efek.”> Umumnya perusahaan publik vang telah
menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas (go public) sclanjutnya
mencatatkan sahamnya di bursa efek. Suatu efek yang ditawarkan melalu
mekanisme penawaran umum (public offering) tidak harus dicatatkan di suatu
bursa. Dengan demikian maka perusahaan publik (public company) namun
bukan perusahaan tercatat (/isted company). Contohnya adalah PT Abdi
Bangsa Tbk, PT Bank Muamalat Tbk, PT Dua Satu Tiga Puluh Tbk. Saham-
saham perusahaan tersebut tidak tercatat di bursa, baik BEJ maupun BES.

Namun dapat pula terjadi suatu saham dicatatkan di bursa tetapi tidak
melakukan penawaran umum atau dikenal dengan istilah /isting tanpa IPO.
Contoh kasusnya adalah PT Ciputra Surya Tbk dan PT Samudra Indonesia
Tbk.*

Penawaran Umum atau sering pula disebut go-public adalah kegiatan
penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh Emiten (perusahaan

yang akan go public) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat

** Tjiptono Darmadji & Hendy M. Fakhruddin, ap.cit., h. 39

B Ibid. h, 40
% Ibid h. 39
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s a7
berdasarkan tata cara yang diatur UUPM dan Peraturan Pelaksanaannya.

; ; 028
Penawaran umum mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

1.

(OS]

Periode Pasar Perdana yaitu ketika efek ditawarkan kepada pemodal
oleh Penjamin Emisi melalui Agen Penjual yang ditunjuk;

Penjatahan saham yaitu pengalokasian efek pesanan para pemodal
sesual dengan jumlah efek yang tersedia;

Pencatatan efek di  bursa, vyaitu saat elek  tersebut  mulai
diperdagangkan di bursa.

Beberapa manfaat go-public baik bagi perusahaan maupun bagi

pendirinya adalah sebagai berikut :*’

b

n

6.

Menghimpun dana besar dan relatif murah,

Memperkaya pendiri perusahaan.

Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan.
Meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan.
Memungkinkan peningkatan modal yang lebih besar lagt.

Memungkinkan perusahaan memperoleh capital gain.

Beberapa konsekuensi go-public bagi pendiri dan perusahaannya, antara

- 30
lain:

1.

Menurunnya derajat pengendalian pendiri.

27
28
29
30

1hid h. 40
1hid

Agus Kretarto, /nvestor Relation, Grafiti Pers, Jakarta, 2001, h. 75

Ibid. h. 77
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[

Pendiri dan perusahaan wajib mematuhi ketentuan keterbukaan.

Membutuhkan biaya besar.

_l.tJ

4. Kemungkinan terjadinya tuntutan hukum dan sanksi denda.
Keterbukaan merupakan syarat mutlak dan konsekuensi dari
perusahaan yang go-public. Keterbukaan merupakan syarat karena perusahaan
publik harus memenuhi prinsip keterbukaan, dan merupakan konsekuensi
karena semua informasi material perusahaan publik dapat dengan mudah

diketahui oleh masyarakat umum termasuk para pesaing di dalamnya.

Semula Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) tidak membedakan
prosedur dan tata cara go-public atau [nitial Public Offering (IPO) antara
perusahaan kecil atau menengah dan perusahaan yang tidak termasuk kategori
ini atau perusahaan besar. Namun demikian, Bapepam kemudian
mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku khusus untuk perusahaan
kecil dan menengah. Salah satu kriteria perusahaan kecil dan menengah dan
perusahaan yang memiliki total aktiva tidak lebih dari Rp 100.000.000.000,00
(seratus milyar rupiah).’! Dengan demikian, perusahaan yang total aktivanya
lebih dari seratus milyar rupiah dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar.
Agar saham yang telah diterbitkan melalui proses IPO dapat diperdagangkan
di Bursa Efek maka setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham

dinyatakan efektif oleh Bapepam, saham tersebut harus dicatatkan di Bursa

SV Jbid h. 85
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Efek. Perusahaan dapat memilih untuk mencatatkan sahamnya di dua Bursa
Efek yang ada di Indonesia, yaitu PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek
Surabaya.

Kepatuhan terhadap peraturan-peraturan  Bapepam  dalam  rangka
keterbukaan informasi dapat dibagi dalam 3 (tiga) jenis kewajiban pelaporan,
yaitu: pertama, kewajiban pelaporan berkala bersilat terbatas: kedua,
kewajiban pelaporan berkala; dan ketiga, kewajiban pelaporan insidental.

Sclain itu bagi perusahaan yang telah melakukan pencatatan di Bursa
seperti  halnya kewajiban terhadap Bapepam, perusahaan  juga wajib

memberikan laporan kepada Bursa.

Konversi Saham Dalam Kaitannya Dengan Corporate Action
a. Corporate Action
Corporate  Action merupakan aktivitas emiten yang berpengaruh
terhadap jumlah saham yang beredar maupun berpengaruh terhadap jumlah
saham di pasar.*® ( ‘orporate Action merupakan berita yang umumnya
menyedot perhatian pihak-pihak yang terkait di pasar modal khususnya
para pemegang saham. Keputusan corporate action harus disetujui dalam
suatu rapat umum baik RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ataupun
RUPSLB. Persetujuan pemegang saham adalah mutlak untuk berlakunya

suatu corporalte action sesuai dengan peraturan yang ada di pasar modal.
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Keputusan untuk melakukan corporate action dilakukan emiten dalam
rangka memenuhi tujuan-tujuan tertentu seperti misalnya bertujuan untuk
meningkatkan modal perusahaan, meningkatkan likuiditas perdagangan
saham maupun tujuan-tujuan lainnya. Umumnya corporate action memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan pemegang saham, karena
corporate action yang dilakukan emiten akan berpengaruh terhadap jumlah
saham yang beredar, komposisi kepemilikan saham, jumlah saham yang
akan dipegang pemegang saham, serta pengaruhnya terhadap pergerakan
harga saham. Dengan demikian pemegang saham harus mencermati
dampak atau akibat corporate action tersebut schingga pemegang saham
akan mendapatkan keuntungan dengan melakukan keputusan atau
antisipasi yang tepat.

Untuk mendapatkan haknya sebagai pemegang saham atas corporate
action, maka saham tersebut harus terdaftar atas nama pemegang saham
tersebut. Dengan kata lain, pemodal terlebih dahulu harus melakukan
registrasi atas saham yang dipegangnya agar hak-haknya atas corporate
action dapat terpenuhi. Hanya investor yang telah meregister sahamnya
sampai batas cum-date™ yang berhak mendapatkan bencfir, atau hak

lainnya dari suatu corporate action. Daftar nama tersebut akan diumumkan

32

Tjiptono Darmadji & Hendy M. Fakhrudin, op.cir. h. 123

Cum date adalah tanggal terakhir seseorang investor dapat meregistrasikan sahamnya untuk
mendapatkan hak corporate action. Bila seseorang membeli saham padd periode cum right, maka ia
akan memperoleh saham yang masih memiliki hak atas bukti right vang akan segera didistribusikan.
Lihat Tjiptono Ddrmadji & Hendy M. Fakhuddin.. ibid. h. 125.
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pada tanggal yang telah dijadwalkan dan dikenal dengan nama DPS dare,
atau tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas sualu corporate

action diumumkan

Konversi Saham

Konversi saham dalam hal ini mempunyai arti pertukaran suatu surat
berharga ke dalam surat berharga lainnya misalnya saham preferen atau
obligasi konversi ditukarkan terhadap sejumlah tertentu saham perusahaan
yang menerbitkannya.”'  Tidak  semua pthak  dapat  melakukan
pengkonversian  saham. Tentunya diperlukan adanya pthak penilai
konversi saham yang independen, berkualitas dan paham mengenai
pengkonversian saham itu sendiri. Sejumlah biaya yang digunakan untuk
pengkonversian tersebut disebut sebagai biaya konversi. Biaya konversi
sendirt memiliki pengertian scbagai biaya tetap dari penempatan dan
pencrimaan suatu amanat (order) untuk kas yang mempengaruhi jumlah
konversi ekonomis termasuk didalamnya biaya komunikasi untuk transfer
dana ke rekening kas dan biaya untuk tindakan lebih lanjut.” Selain biaya

yang perlu diperhatikan adalah periode konversi dalam pengertian lamanya

34
38

Syahrul
1hid

SKRIPSI

& M. Afdi Nifzar, Op.Cir, h. 210

KONVERSI| SAHAM DALAM FEBRYANTI SUBAKTININGSIH LAYARDI



IR-PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

9%}
2]

waktu dimana surat berharga konversi (saham preferen) dapat ditukarkan
dengan sejumlah tertentu saham.™
Jika saham dikonversikan, maka masalah akuntansi yang utama adalah
menentukan pada jumlah berapa pertukaran tersebut harus dicatat. Ada dua
metode yang mungikn untuk menentukan harga penerbitan saham yang
dapat digunakan, yaitu:"’
a. Metode Harga Pasar
Pencatatan saham dengan menggunakan harga pasar pada
tanggal penerbitan adalah metode yang teoritis. Pada metode ini
modal disetor karena melebihi nilai pari harus dicatat. Karena
saham yang dikonversikan berdasarkan nilai bukunya. Maka
kerugian atau keuntungan yang terjadi pada saat pengkonversian
harus dicatat jika harga pasar saham tidak dapat ditentukan maka
harga beli dianggap sama dengan harga penerbitan.
b. Metode Nilai Buku
Jika harga pasar saham tidak dapat ditentukan, maka metode
nilai buku memberikan pengukuran harga penerbitan terbaik yang

tersedia.

3 Ibid h.211

Kieso, Weygandt, Akuntansi Intermediate, Ed. 7, Jil. 2, Terj. Herman Wibowo, Binarupa Aksara,
Jakarta, 1995.
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Banyak akuntan yang berpendapat bahwa meskipun jika
penetapan harga pasar dapat diperoleh , harga tersebut seharusnya
tidak digunakan. Saham biasa tidak dapat begitu saja
disubstitusikan dengan obligasi dan seharusnya dicatat sesuai
jumlah tertentu dari nilai yang dikonversikan. Pendukung
pandangan ini menyatakan bahwa suatu perjanjian telah ditetapkan
pada tanggal penerbitan untuk membayar sejumlah uang vyang
ditetapkan pada saat jatuh tempo ataupun untuk menerbitkan
sejumlah surat-surat berharga ekuitas yang telah ditetapkan. Oleh
karena itu, jika utang dikonversikan ke ckuitas sesual dengan
syarat-syarat kontrak sebelumnya, tidak ada keuntungan atau

kerugian yang dihailkan pada saat konversi.

Terdapat beberapa hal yang perlu dibedakan berkaitan dengan harga

iy : - 38
dan nilai konversi, antara lain:

Harga Konversi

Yaitu harga saham dimana saham preferen atau obligasi dapat
ditukarkan. Harga konversi ditentukan berdasarkan perbandingan
antara lain nilai pari (nilai nominal) dengan nilai tukar konversi

(convertion ratio).

NilailPari

Harga Konversi =

NilailukarKonversi
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b. Nilai Tukar Konversi

Yaitu jumlah saham ke dalam mana surat berharga konversi
(obhigasi atau saham preferen) dapat dikonversikan. Nilai tukar
konversi menunjukan pengaruh pergerakan harga saham terhadap
obligast atau saham preferen konversi. Artinya, obligasi atau
saham preferen konversi dengan nilai tukar konversi yang lebih
besar akan lebih berfluktuasi terhadap pergerakan harga saham
secara sederhana.

Nilai tukar konversi dapat ditentukan melalui persamaan berikut:

NilaiPari

Nilai Tukar Konversi =

H argaKonversi

Harga konversi atau nilai tukar konversi ditetapkan pada waktu
emisi obligasi atau saham preferen konversi. Dalam menetapkan
syarat-syarat konversi surat berharga tersebut atas saham. Antara
keduanya dapat saling menggantikan satu sama lain.

c. Nilai Konversi

Yaitu nilai pasar yang berlaku dari saham yang diterima pada

waktu konversi. Nilai konversi sering juga dikatakan sebagai nilai

saham dari surat berharga konversi (saham preferen atau obligasi

* Syahrul & Afdi Nifzar, Op.cir, h.211-213
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konversi). Besarnya nilai konversi sangat ditentukan oleh harga
saham dan nilai tukar konversi atau harga konversi.

Nilai surat berharga konversi sangat tergantung pada nilai
konversinya, karena nilai konversi dianggap sebagai jumlah uang
vang diperoleh apabila harga saham yang diterima pada waktu
konversi dijual pada harga pasar yang berlaku, maka nilai konversi
sangat tergantung pada nilai saham biasa. Artinya nailk atau
turunnya harga saham dapat memberikan pengaruh terhadap naik
atau turunnya harga surat berharga konversi.

Nilai konversi, seringkali dinyatakan scbagai nilar saham dari
saham preferen atau obligasi. Karena itu, nilainya ditentukan
berdasarkan persentase tertentu dari nilai pari atau nilai nominal,
yang disebut dengan paritas.

Paritas adalah harga dimana obligasi konversi yang harus
diperdagangkan ekuivalen dengan harga pasar saham yang
diterima pada waktu konversi. Misalnya, apabila nilai konversi
sebuah obligasi dan harga obligasi dinyatakan sebesar 105, berarti
obligasi konversi dikatakan akan diperdagangkan dengan paritas.
Pemakaian istilah nilai konversi dengan paritas dapat saling
menggantikan satu dengan yang lain. Secara matematis, nilai

konversi dapat diekspresikan dalam bentuk persamaan berikut:
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H argaSaham

Nilai Konversi = -
H argaKonversi

Atau

Nilai Konversi = Nilai 1ukar Konversi x Harga Saham

Nilai konversi melengkapi obligasi konversi dengan harga
dasar teoritis, yaitu tingkat harga dimana obligasi konversi tidak
diperdagangkan. Hal ini terjadi karena peluang arbitrase antara dua
surat berharga. Arbitrase yaitu pembelian dan penjualan surat
berharga yang sama atau identik secara simultan dengan tujuan
untuk memperoleh profit pada waktu konversi salah satu surat
berharga.

Apabila harga obligasi konversi turun dibawah nilai konversi
neto, para arbitrator akan membeli obligasi konversi, dan
mengkonversikannya ke dalam saham, kemudian sccara simultan
menjual saham tersebut. Profit akan diperoleh dari perbedaan
antara nilai saham yang dijual kembali dengan nilai konversi.
Premium Konversi

Perbedaan antara harga konversi dengan harga saham yang

berlaku dibagi harga saham yang berlaku.
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H argaKonversi — H arg aSekarangBerlaku

Premium Konversi =

H argaSekarangBerlaku

e. Penentuan Kembali Harga Konversi
Yaitu Hak istimewa emiten untuk merubah harga konversi
pada waktu atau tanggal tertentu untuk mempertahankan tingkat
premium.
Ada beberapa jenis pos-pos akun yang dapat dikonversikan antara
lain:"’
a. Convertible Debt (Utang Konversi)
Yaitu utang yang dapat dikonversikan menjadi saham pada
tingkat konversi (nilai tukar konversi) tertentu.
b. Convertible lxchangable Preffered Stock (Saham Preferen Yang
Dapat Dipertukarkan Dalam Konversi)
Yaitu saham preferen yang denagn opsi (hak) emitennya dapat
dikonversikan ke dalam surat berharga utang. Surat berharga ini
menawarkan fleksibilitas kepada emiten yang tidak dapat memenuhi

(tidak memerlukan) deduksi atau pengurangan biaya yang berlaku.

¥ Syahrul & M. Afdi Nifzar,Op.Cit, h.213-214.
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c. Comvertible Loan (Pinjaman vang Dapat Dipertukarkan)

Awalnya merupakan  pinjaman  konvensional tetapi
memberikan hak kepada pemberi pinjaman untuk mentransfernya
menjadi sejumlah tertentu saham biasa pada saat jatuh tempo.

d. Convertible Note (Wesel Konversi)

Sejenis surat berharga dengan bunga tetap yang dapat

ditukarkan menjadi saham biasa dalam kondisi tertentu.
e. Convertible Preffered Stock (Saham Preferen Konversi)

Saham preferen yang dapat dikonversikan atau ditukar ke
dalam sejumlah saham biasa. Saham ini umumnya dapat dijual dengan
deviden yang lebih rendah dibanding saham preferen biasa (non
konversi) yang memiliki resiko yang sama. Alasannya adalah
pemegang saham preferen dijamin dengan pembayaran deviden yang
tetap berhubungan dengan saham preferen dan juga menikmati
apresiasi akibat naiknya harga pasar saham biasa.

£ Convertible Redeemable Preference Share (Saham Preferen Yang
Dapat Ditebus)

Saham preferen atau saham prioritas dimana nilai prioritasnya
masih di bawah nilai utang dengan jaminan, namun di atas nilai saham
biasa. Tergantung pada ketentuan apakah saham terscbut dapat
ditukarkan menjadi saham biasa atau dengan uang tunai pada tanggal

tertentu.
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o Convertible Bond (Obligasi Konversi)
Yaitu obligasi yang dengan opsi pemiliknya dapat ditukarkan
atau dikonversikan ke dalam saham emitennya pada waktu tertentu.
h. Convertible Securities (Surat Berharga Konversi)
Yaitu saham preferen atau obligasi yang dapat dipertukarkan
dengan sejumlah tertentu saham perusahaan yang menerbitkannya

pada waktu yang telah ditentukan.

c. Klausula Blokkering Dan Right Issue

SKRIPSI

1. Klausula Blokkering

Blokkering adalah klausula yang termuat dalam Anggaran Dasar, yang
menyatakan dalam hal seseorang pemegang saham berkehendak
memindahkan sahamnya kepada orang lain, terlebih dahulu harus
menawarkannya kepada para pemnegang saham lainnya yang ada.
Demikian pula dalam hal dikeluarkannya saham-saham baru dari saham
simpanan (emisi), sebelum ditawarkan kepada orang lain, harus terlebih
dahulu ditawarkan kepada pemegang saham yang sudah ada.

Blokkering pada perseroan yang telah go-public semata-mata berlaku
untuk saham-saham yang berada ditangan pemegang saham pendiri
(artinya terbatas pada private plucement) dan tidak untuk saham-saham

yang beredar di bursa. Hal ini diatur dalam pasal 50 — 52 UUPT 1/95
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2. Right Issue

SKRIPSI

Diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UUPT 1/95, yang dimaksud apabila
terjadi emisi, yaitu pengeluaran dari saham portopel, harus terlebih
dahulu ditawarkan kepada Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak
mengambil bagian seimbang dalam jumlah saham yang dimiliki secara
proporsional. Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada
pihak lain, jika ternyata masih ada tersisa saham yang belum diambil oleh
pemegang saham.

Penerbitan right issue biasanya ditujukan untuk memperoleh dana
tambahan dari pemodal baik untuk kepentingan ekspansi, restrukturisasi
maupun lainnya. Dengan adanya right issue maka jumlah saham yang
beredar akan bertambah. Konsekuensi penembahan akibat kebijakan
penerbitan rights ini akan mempengaruhi keputusan pemegang saham
lama apabila tidak melakukan konversi rights-nya.

Umumnya harga saham akan terkoreksi. Harga saham perusahaan
setelah emisi rights secara teoritis akan mengalami penurunan. Hal ini
dikarenakan harga pelaksanaan emisi rights selalu lebih rendah daripada
harga pasar. Jadi, kapitalisasi saham tersebut akan naik dalam persentase

yang lebih kecil daripada naiknya harga saham beredar.
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Pada sebagian saham, harga riil periode pasca-emisi righis berada di
atas harga teoritis. Hal tersebut dapat terjadi karena secara teoritis harga
saham menjadi lebih murah, apalagi bila harga pelaksanaan emisi rights
ditetapkan sedemikian rendahnya, maka akan banyak orang vang mampu
membeli saham. Permintaan akan naik dan harga akan meningkat di atas
harga teoritis. Harga teoritis sebesar rasio saham lama dikalikan dengan
kurs akhir cum-date ditambah rasio saham baru dikalikan dengan harga
pelaksanaan dibagi dengan rasio saham lama ditambah dengan rasio
saham baru.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eva Wulan Sari,
2000, right issue mempunyai kandungan informasi yang tidak
menguntungkan atau isyarat negatif bagi investor. Oleh karena itu pasar
akan bereaksi lambat dan berkepanjangan untuk menyerap informasi
untuk menuju ke keadaan ckuilibrium baru. Dalam hal ini pasar
membutuhkan waktu kurang lebih 15 (lima belas) hari untuk menuju ke

keadaan ekuilibrium baru.
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BAB I
KONVERSI SAHAM G0-PUBLIC
DALAM KASUS MERJER BANK PERMATA

Tinjauan Kasus Bank Permata

Tanggal 1 Nopember 1997 Pemerintah melakukan tindakan
pencabutan izin usaha 16 bank swasta nasional berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Keuangan No. 524 s/d 539/ KMK.017/ 1997. Lihat tabel 1.1. sebagai
akibatnya timbul kepanikan luar biasa di kalangan masyarakat, karena
kekhawatiran masyarakat terhadap nasib dananya yang disimpan pada bank
yang izin usahanya dicabut. Mereka khawatir uang simpanan mereka tidak
dapat ditarik kembali atau hanya dapat ditarik sebagian kecil saja.

Dilema yang dihadapi pemerintah pada waktu itu, pada hakikatnya
adalah sebagai berikut. Di satu pihak, ada keharusan untuk menutup bank-
bank yang tidak sehat. Namun di lain pihak, ada keharusan pula untuk
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional agar tidak

kolep dan kegiatan ekonomi tidak macet apabila ada lagi bank yang ditutup.

Dalam suasana krisis pada waktu itu, risiko keruntuhan perbankan dan
kemacetan kegiatan ekonomi tidak dapat diabaikan. Dilema itu baru dapat

dipecahkan setelah ditetapkan suatu kebijakan strategis, yaitu penjaminan

42
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umum bagi semua nasabah dan kreditur bank, apapun yang terjadi dengan

banknya yang dikenal, berdasarkan Keppres 26/98.

Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan
IMF (International Monetary IFund) pada waktu review program bulan
Januari 1997. Dengan adanya kebijakan penjaminan umum tersebut
pengambilalihan dan pembekuan bank-bank yang dilakukan tidak
menimbulkan rush di kalangan masyarakat. Selanjutnya kebijakan penutupan
dan pengambilalihan bank dilakukan lagi pada bulan Agustus 1998, kemudian
Maret 1999, dan rush tidak terjadi. Pada Maret 1999 ada sembilan bank
swasta nasional yang ikut program rekapitalisasi perbankan, lima diantaranya
dimerjerkan menjadi sebuah bank yaitu Bank Bali. Berdasarkan RUPSLB

nama Bank Bali kemudian diganti menjadi Bank Permata.

Bank Permata merupakan bank hasil penggabungan dari 5 (lima) bank
di bawah pengelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)"| yaitu
PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express. PT Bank

Artamedia, dan PT Bank Patriot. PT Bank Bali Tbk telah ditunjuk menjadi

-0 . ; | .
Badan Penyechatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah badan pemerintah yang melaksanakan

tugas upaya penyehatan perbankan:
a.  Melakukan administrasi jaminan yang diberikan pemerintah pada bank umum schagaimana
termasuk dalam Keppres No. 26 Tahun 1998;
b.  Melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termasuk restrukturisasi bank
yang dilakukan oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat;
¢. Melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penychatan bank yang tidak
sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf'b.
Lihat Keppres Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN).
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bank rangka (platform bank) yang dikenal juga dengan acquising company,
dan selanjutnya berganti nama menjadi Bank Permata, sedangkan keempat
bank lainnya sebagai bank yang menggabungkan diri (rarge/ company).
Penggabungan (merjer) 5 bank ini merupakan implementasi dari keputusan
Pemerintah mengenai Program Restrukturisasi Lanjutan yang dikeluarkan
pada tanggal 22 November 2001. Proses merjer dimulai  dengan
penandatanganan kesepakatan pendahuluan antara kelima bank peserta merjer
dan BPPN pada tanggal 20 Mei 2002 dan legal merjer dinyatakan efektif pada
tanggal 30 September 2002 setelah dikeluarkannya persetujuan dari Bank
Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia.

Tujuan merjer tersebut adalah untuk membentuk suatu bank yang
memiliki struktur permodalan yang kuat, kondisi keuangan vang schat dan
berdaya saing tinggi dalam menjalankan fungsi intermediasi, dengan jaringan
layanan yang lebih luas dan produk yang lebih beragam. Oleh karena itu, pola
dari merjer yang menghasilkan Bank Permata ini adalah dengan
menggabungkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing bank
peserta merjer menjadi satu kesatuan sinergi yang positif. Untuk itu pula,
BPPN mewakili pemerintah telah melakukan penempatan modal sementara
sebesar Rp 4,6 triliun yang terdiri dari setoran tunai sebesar Rp 2,8 triliun dan

penerbitan obligasi Pemerintah bersuku bunga tetap sebesar Rp 1.8 trilun.
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Berdasarkan Akta Merjer vang diaktakan dengan Notaris A
Partomuan Pohan S.H., LL.M. Nomor 46 tanggal 27 September 2002, antara
lain disebutkan bahwa semua kekayaan dan kewajiban serta operasi, usaha,
kegiatan dan aktivitas setiap Bank yang Menggabungkan Diri beralih demi
hukum kepada PT Bank Permata Tbk (d/h PT Bank Bali Tbk) sebagai Bank

Hasil Penggabungan.

Bank Permata dengan total aset konsolidasi Rp 28,03 triliun per 31
Desember 2002 memiliki jaringan distribusi yang mencakup 328 kantor
cabang dan 456 ATM yang tersebar di 30 kota dan 15 propinsi, layanan
telebanking PermataTel dan fasilitas interner banking PermataNet serta
layanan sms banking. Segmen pasar yang menjadi target utama Bank Permata
adalah segmen nasabah dengan tingkat pendapatan menengah ke atas (untuk
segmen ritel), segmen usaha kecil dan menengah (UKM) melalui portofolio
kredit yang terdiversifikasi dengan baik dan tetap mempertahankan pangsa
pasar di segmen otomotif (untuk segmen komersial). Sampai dengan
Desember 2002 Bank Permata memiliki 25 (dua puluh lima) anak cabang dan

afiliasi. "'

a1

Lihat Lampiran 4.
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Dinamakan Bank Permata karena diharapkan Bank ini sebagai
kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai cerminan bank yang bersahabat,
penuh perhatian dan mengutamakan kualitas dalam pelayanan. Brand name
dan logo baru Bank Permata yang diluncurkan pada tanggal 18 Februar 2003
terdiri dari kumpulan 3 (tiga) warna, yaitu biru, merah dan hijau. Biru
mencerminkan keabadian, merah mencerminkan semangat, dan hijau
mencerminkan kemakmuran.  Dengan moto “Menjadikan hidup lebih
bernilai”’, Bank Permata hadir untuk membantu nasabah mewujudkan hidup

yang nyaman dan aman selalu.

Tabel 3.1

Kronologi Proses Merjer Bank Permata

November | Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) memutuskan

2001 untuk melakukan restrukturisasi lanjutan terhadap 5 Bank
yaitu PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank
Artamedia, PT Bank Prima Express, PT Bank Patriot dengan
mekanisme merjer.

Juni-Juli Proses merjer dimulai dengan penunjukkan Chandra
2002 Purnama sebagai Project Director oleh BPPN; dan secara
resmi melakukan Kick Off untuk project merger 5 bank yang
didukung oleh konsultan independen.
Agustus BPPN menunjuk PT Bank Bali Tbk sebagai Bank Rangka
2002 (Platform Bank) dan mengumumkan Ringkasan Rancangan
Merjer di media massa.
September | Proses /egal merger selesai pada tanggal 30 September 2002
2002 diikuti dengan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi
PT Bank Permata Tbk." 1

42

Sampai dengan tanggal 18 Oktober 2002, perubahan nama dari PT Bank Bali Tbk menjadi PT
Bank Permata Tbk masih dalam proses persetujuan Bank Indonesia. Persetujuan perubahan nama dari
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI telah diperoleh berdasarkan Surat Kaputusan Nomor
C-18778 HT.01.04. Th.2002 tanggal 30 September 2002.
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Oktober- * Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi baru PT |
November | Bank Permata Tbk dalam Rapat Umum Pemegang
2002 Saham Luar Biasa.

* PT Bank Artamedia yang merupakan pilor project
integrasi  operasional telah menyelesaikan proses |
konversi pada tanggal 21 Oktober 2002 Selanjutnva
ditkuti oleh PT Bank Prima Express pada tanggal 4
November 2002, PT Bank Universal Tbk pada tanggal
18 November 2002, dan P'I' Bank Patriot pada bulan

( o berikutnya. S -

Desember Tahapan Operasional Merjer telah diselesaikan pada akhir |
2002 tahun 2002. Setelah melewati tahapan merjer dalam waktu |

5,5 bulan, Bank Permata mampu mencapai Rasio |

Kecukupan Modal (CAR)" sebesar 10,4%. [

Februari Peluncuran logo Bank Permata secara resmi oleh Ketua |
2003 BPPN, Syafruddin A. Temenggung. E
Maret * Bank Permata diawal tahun 2003 berhasil membukukan |
2003 laba sebelum pajak perusahaan induk sebesar Rp 102,29

miliar (belum diaudit).

* Proses Rasionalisasi, Seleksi dan Penempatan Karyawan
dapat dituntaskan pada akhir Maret 2003.

* Dari sisi kinerja keuangan, per September 2003, rasio
kecukupan modal atau CAR Bank Permata adalah
sebesar 10,1% atau di atas ketentuan Bank Indonesia
sebesar 8%. Sementara total asset sebesar Rp. 274
trilyun dengan jumlah kantor cabang 310 dan 445 ATM.
Total jumlah nasabah adalah 1,2 juta nasabah dengan 1,3
juta rekening.

Sumber: htip/'www.permatabank.com, diolah

Y CAR (Capital Adequancy Ratio) atau Rasio Kecukupan Modal yaitu modal minimum yang wajib

dimiliki oleh setiap Bank Umum untuk ditempatkan yaitu sebesar 8% dari total aktiva tertimbang
menurut resiko (ATMR). Hal ini diatur dalam Paket Februari tanggal 29 Februari 1991, Lihat Lukman
Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h.49
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Pandangan Yuridis Terhadap Merjer Bank Permata

Merjer yvang diterapkan pada kasus Bank Permata ialah merger yang
bersifat imperatif. Merjer yang bersifat imperatif merupakan merjer vang
merupakan pelaksanaan dari perintah Bank Indonesia dalam rangka
menyelamatkan suatu bank yang bermasalah. Merjer jenis ini biasanya
dilakukan untuk meningkatkan modalnya berkenaan dengan keharusan bank
untuk memenuhi rasio kecukupan modalnya (CAR) vang ditetapkan oleh
Bank Indonesia, maka dengan demikian memungkinkan bank tersebut untuk
meningkatkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau /lega/
lendimg limit serta meningkatkan batas loan to deposit ratio (LDR) bank yang
bersangkutan. Hal ini sejalan dengan rambu-rambu keschatan bank yang
dianjurkan oleh Bank for International Settlements (BIS). Bagi bank-bank di
Indonesia rambu-rambu tersebut telah ditetapkan sebagai ketentuan yang
harus dipatuhi secara ketat oleh Bank Indonesia. Alasannya lainnya merjer
dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, size dan kinerjaya. Hal
ini berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UUP 10/98.

Merjer ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat
kesehatan bank, oleh karena itu merger tersebut tidak hanya dilihat dari segi

aset saja. Berkaitan dengan aset jumlah aktiva bank hasil merjer tidak boleh
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melebihi 20% jumlah aktiva seluruh Bank Umum di Indonesia’. Pada kasus
ini Bank Permata memiliki total assct konsolidasi sebesar 28,03 triliyun
rupiah per 31 Desember 2002,

Pada kasus ini merer yang dilakukan bersifat horizontal merger
karena merjer tersebut terjadi antara 5 (lima) perusahaan vang mempunvai
line of business yang sama. D1 samping 1tu merjer dilakukan tanpa didahulu
dengan proses likuidasi, maka terhadap merjer tersebut tidak perlu dilakukan
pemindahan yuridis atas masing-masing aktiva dari perusahaan yang diambil
alih kepada perusahaan yang mengambil alih. Pemindahan yuridis tersebut
terjadi dengan sendirinya secara hukum, sekaligus dan serentak untuk aktiva
dan pasiva dari perusahaan yang diambil alih."

Dalam pelaksanaan merjer tersebut terlebih dahulu hal yang dilakukan
adalah meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia berdasarkan Pasal 28 ayat
(1) UUP 10/98 . Selanjutnya menurut Pasal 10 jo. UUP 10/98, bank hanya
boleh melakukan merjer antar perseroan yang berbentuk bank saja. Dalam
kasus ini 5 (lima) bank melakukan merjer, antara lain PT Bank Bali Tbk, PT
Bank Universal Tbk, PT Bank Prima Express, PT Bank Artamedia, dan PT

Bank Patriot telah memenuhi ketentuan tersebut.

' Berdasarkan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merjer,

Konsolidasi dan Akuisisi Bank (PP 28/99) jo. Pasal 104 UUPT 1/95, pembatasan asset dimaksudkan
agar merjer yang dilakukan tidak sampai menimbulkan monopoli atau monopsoni,
% Lihat Pasal 107 ayat (3) UUPT 1/95
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Pada saat Bank Indonesia memutuskan untuk melakukan merjer
terhadap 5 (lima) bank, kepentingan nasabah penyimpan dana'® merupakan
salah satu unsur yang paling sentral untuk diperhatikan saat itu. Karena ada
kemungkinan merjer yang dilakukan tidak menghasilkan seperti apa yang
diharapkan justu sebaliknya merjer tersebut menimbulkan kesulitan bagi bank

yang mengambil alih. Kesulitan tersebut dikarenakan beberapa hal, antara

lain:

ks Tidak diketahuinya secara pasti dan tepat jenis dan besarnya hidden
problems termasuk hidden liabilities dari bank yang menjadi sasaran
merjer,

2 Kemungkinan adanya benturan corporate culture serta perbedaan
sistem perusahaan, antara lain: sistem akuntansi, sistcm perkreditan,
sistem kepegawaian, sistem treusury”’, sistem transaksi dalam dan luar
negeri serta perbedaan penerapan sistem-sistem tersebut,

3 Demoralisasi dan demotivasi dari para pegawai bank yang diambil alih

terutama di manajemen tingkat atas.
Pemerintah pada saat ini telah memberikan suatu perlindungan yang
memadai kepada para nasabah penyimpan dana suatu bank, yaitu berdasarkan

Keppres 26/98. Namun sejak dibubarkannya Badan Penychatan Perbankan

% Lihat UUP 10/98 Pasal 1 angka 17.

‘T Treasury adalah kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh eksekutil’ bank berupa kegiatan
memperoleh dana dan memaksimalkan alokasi dana kepada aktiva produktif. Lihat Lukman
Dendawijaya, op.cit, h. 35
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Nasional (BPPN) pada tanggal 27 Februarn 2004, sejak tanggal 01 Maret
2004, penjaminan dana nasabah tersebut dialihkan ke suatu badan yang baru
dibentuk oleh Pemerintah yang dinamakan Unit Pelaksana Penjaminan
Pemerintah (UP3)."® Pembentukan UP3 ini merupakan langkah awal dari
realisasi pasal 37B UUP 10/98 yang mengatur tentang Pembentukan Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS)".

Selain kepentingan nasabah, kepentingan para karyawan bank sasaran
merjer juga harus diperhatikan. Pada saat terjadi merjer tersebut dilakukan
terjadi pengurangan karyawan bank sasaran merjer secara besar-besaran.
Dalam hal in1 hukum memberikan perlindungan kepada para karyawan untuk
menuntut haknya (bila dirugikan) atas merjer sebagalr anggota perusahaan
tersebut dengan cara menggugat perseroan berdasarkan Pasal 1365 BW
mengenai Perbuatan Melanggar Hukum.

Selain itu para pemegang saham harus dijamin uppraisal remedy-nya™
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 dan Pasal 104 UUPT 1/95. Tindakan

Bank Indonesia untuk melakukan merger tersebut merupakan upaya

% Baca Kompas, Sabtu, 28 Februari 2004 “UP3 Mulai Beroperasi Pekan Depan”.

# Lihat UUP 10/98 Pasal 1 angka 24.

" Appraisal Remedy yang dikenal dengan Appraisal Rights adalah hak yang diberikan oleh Undang-
Undang untuk memungkinkan para pemegang saham yang berkeberatan terhadap Keputusan yang
diambil oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyatakan keberatannya terhadap
Keputusan itu dan meminta agra perseroan membeli saham-saham mereka dengan harga-harga yang
terjadi sebelum diambilnya Keputusan RUPS tersebut dan selanjutnya menarik diri dari perseroan
yang bersangkutan. Lihat Sutan Remi Sjahdeni. “Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Bank™. Bahan
Kuliah Hukum Perbankan Program Magister Hukum Bisnis Fakulias Hukum Universitas Airiangga.
2003. Hal. 11.
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penyelamatan atas bank yang bermasalah dalam kapasitasnya sebagai
pemegang saham bukan sebagai pribadi tetapi sebagai business entity.

Kesalahan yang dilakukan (baik disengaja atau berupa kelalaian)
sehingga bank tersebut harus mengalami kesulitan yang membahayakan
usahanya bukan merupakan tindakan pemegang saham tetapi merupakan
tindakan manajemen bank yang bersangkutan (Direksi dan Dewan
Komisaris). Oleh karena itu, pemegang saham tidak dapat dipaksakan begitu
saja untuk menerima harga yang ditawarkan oleh bank yang akan mengambil
alih. Namun bila tidak dilakukan merjer, maka Bank Indonesia dapat
mencabut izin usaha bank tersebut. Disamping itu pula appraisal remedy atau
appraisal rights dari pemegang saham perseroan yang akan mengambil alih
harus dijamin.

Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 98 ayat (1) UUP 1/95 mengatur
mengenai tanggung jawab pengurus bank apabila melakukan kesalahan dalam
menjalankan bank yang akan dimerjer. Atas kesalahannya maka pengurus

bank dapat digugat untuk bertanggung jawab sccara pribadi.
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3 Perlakuan Terhadap Saham Go-Public Dalam Rangka Merjer

Pada kasus ini terdapat 2 (dua) bank yang sudah go-public yaitu PT
Bank Bali Tbk dan PT Bank Universal Tbk. Dalam hal ini merjer yang
dilakukan bukan hanya berkaitan dengan kepentingan intern perusahaan-
perusahaan yang akan dimerjer saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan
masyarakat luas mengingat 2 (dua) perseroan bank tersebut diatas sebagian
sahamnya telah beredar dan dikuasai oleh masyarakat luas. Selam
memperhatikan ketentuan UUPT [/95harus pula memperhatikan ketentuan
UUPM 8/95 serta ketentuan-ketentuan Bapepam.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemodal dalam
transaksi penggabungan, peleburan atau pengambilalihan termasuk penyertaan
yang membahayakan emiten atau perusahaan publik dengan mewajibkan
emiten atau perusahaan publik dimaksud untuk memenuhi  Prinsip
Keterbukaan dan Pelaporan yang ditetapkan oleh Bz-npcpam.Sl

Ketentuan Bapepam tentang keterbukaan informasi yang harus
diumumkan kepada publik yang ditetapkan dalam Peraturan Bapepam Nomor

X K.1., menentukan antara lain:

1. Setiap Perusahaan Publik atau Emiten yang pernyataan pendaftarannya
menjadi  efektif, harus menyampaikan kepada BAPEPAM dan
mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin paling lambat akhir
hari kerja ke-2 (kedua) setelah Keputusan atau terdapatnya Informasi atau
Fakta Material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek Perusahaan
atau Keputusan Investasi Pemodal.

2. Informasi atau Fakta Material yang diperkirakan dapat mempunyai harga
Efek atau Keputusan Investasi Pemodal, antara lain adalah:

31" Berdasarkan Penjelasan Pasal 84 UUPM 8/95
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a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau
pembentukan usaha patungan.

b. Perubahan dalam pengembalian atau perubahan penting dalam
manajemen.

Ketentuan lain berkenaan dengan “benturan kepentingan” terhadap
transaksi yang dilakukan oleh seorang komisaris, direktur atau pemegang
saham utama, maka transaksi tersebut harus disetujui oleh para pemegang
saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu yang
ditegaskan dalam bentuk akta notariil> Benturan Kepentingan yang
dimaksudkan dalam hal ini adalah perbedaan kepentingan antara kepentingan
ekonomis emiten atau perusahaan publik dengan kepentingan ckonomis
pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama perusahaan tersebut

Selain itu Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1. mewajibkan bahwa
pembelian saham yang mencapai 20% atau lebih harus dilakukan melalui
proses penawaran tender (tender offer) yang dilakukan melalui media massa.
Khusus untuk bank, bagi pemilikan saham bank yang sudah go-public bila
mencapai 35% harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-85/PM/1991
tanggal 3 oktober 1991 tentang Nilai Pasar Yang Wajar, untuk efek yang tidak
tercatat di bursa efek, harus ditentukan atas dasar penilaian yang dilaksanakan
oleh Penilai Independen yang terdaftar di Bapepam. Sedangkan nilai pasar

yang wajar untuk efek yang tercatat pada bursa efek, harga-harga terakhir

? Keputusan Bapepam Nomor 1X. E. 1. Tentang Benturan Kepentingan Transaksi.
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dimana efek-efek tersebut telah diperdagangkan harus menjadi dasar untuk
menentukan nilai pasar wajar bagi efek tersebut. Nilai pasar wajar tersebut
harus tidak lebih tinggi dari harga terakhir di bursa efek dimana perdagangan
terbesar efek tersebut terjadi.

Pada tanggal 26 Desember 1997, Peraturan bapepam Nomor IX.G.1.
dan Lampirannya Tentang Penggabungan Usaha dan Peleburan Usaha
Perusahaan Publik atau Emiten, mengatur prosedur perusahaan publik dalam
melakukan merjer atau akuisisi. Adapun penggabungan usaha (merjer)

tersebut harus memenuhi tata cara sebagai berikut:

Direksi masing-masing Perseroan, setelah memperoleh persetujuan komisaris,
wajib menjajagi kelayakan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang
antara lain meliputi kegiatan penelaahan atas :

1) keadaan usaha Perseroan serta perkembangan hasil usaha Perseroan,
dengan memperhatikan pula laporan keuangan Perseroan yang telah
diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam selama 3 (tiga) tahun
terakhir;

2) hasil analisis pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan
aktiva tetap Perseroan serta aspek hukum Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha;

3) metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang
didukung oleh keterangan dari pihak independen mengenai hal tersebut;

4) cara penyelesaian kewajiban Perseroan terhadap pihak ketiga;

5) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

6) struktur organisasi dan sumber daya manusia setelah Penggabungan
Usaha atau Peleburan Usaha;

7) analisis manajemen terhadap kondisi Perseroan setelah Penggabungan
Usaha atau Peleburan Usaha.

Direksi masing-masing Perseroan secara bersama-sama wajib menyusun
Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang telah disetujui
komisaris yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut :

1} nama dan tempat kedudukan Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

2) alasan serta penjelasan dari masing-masing Perseroan yang akan
melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

3) tata cara konversi saham dari masing-masing Perseroan yang akan
melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap saham
Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
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4) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Penggabungan
Usaha (jika ada) atau Rancangan akta pendirian Perseroan baru hasil
Peleburan Usaha;

5) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di
Bapepam dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang meliputi 3 (tiga) tahun
buku terakhir;

6) dalam hal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan
tahunan terakhir, maka laporan keuangan tersebut harus dilengkapi
dengan laporan keuangan interim® yang telah diaudit, sehingga jangka
waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui
180 (seratus delapan puluh) hari;

7) laporan keuangan proformas“ Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum;

8) nama dan tempat kedudukan Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha;

9) hasil penilaian Pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan
kekayaan Perseroan;

10) hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari Penggabungan
Usaha atau Peleburan Usaha (jika diperlukan),

11) pendapat akuntan yang terdaftar di Bapepam mengenai metode dan tata
cara konversi saham sebagaimana termuat dalam Rancangan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

12) pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar di
Bapepam mengenai aspek hukum dari Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha;

13) cara penyelesaian status karyawan Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

14) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap pihak ketiga;

15) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju
terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

16) susunan direksi dan komisaris Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha;

* Laporan keuangan inferim yaitu laporan keuangan yang diterbitkan untuk suatu periode akuntansi

yang kurang dari satu tahun, misalnya per kuartal atau per semester, atau per bulanan. Laporan
keuangan sementara harus didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang diberlakukan dalam laporan
tahunan sebelumnya kecuali dalam tahun berjalan dillakukan suatu perubahan. Laporan keuangan
sementara biasanya tidka diaudit. Perseroan umum menambahkan laporan triwulan pada laporan
tahunan, yang memberikan informasi kepada pemegang saham tentang perubahan dalam neraca dan
laporan laba rugi, dan juga tentang perkembangan lain yang patut diberitahukan. Lihat Syahrul & M.
Afdi Nizar, Op.cit, h.464.

3% Proforma yaitu proyeksi laporan laba rugi, neraca dan laporan sumber-sumber dan penggunaan,
yang merefleksikan dampak keuangan dari sekumpulan kondisi yang diasumsikan untuk tahun-tahun
mendatang. /bid, h.669.
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17) perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan kerugian
serta masa depan Perseroan yang diperoleh dari Penggabungan Usaha
atau Peleburan Usaha; dan

18) perkiraan saat pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana tersebut ci
atas akan mengakibatkan perubahan yang material terhadap sifat perseroan,
kondisi keuangan atau hal-hal lain yang mempengaruhi persercan, maka
keseluruhan dampak dari perubahan tersebut harus dicakup dalam dokumen
sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b peraturan ini.

Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang berisi Rancangan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha beserta dokumen pendukung secara
lengkap waijib disampaikan kepada Bapepam paling lambat akhir hari keria ke-2
(kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris.

Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib diumumkan
ringkasannya kepada masyarakat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa
Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional paling lambat akhir hari kerja
ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris. Pengumuman dimaksud
memuat informasi bahwa Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha tersebut belum mendapatkan efektif dari Bapepam dan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham.

Dalam hal Bapepam tidak meminta Perusahaan Publik atau Emiten untuk
mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua
puluh) hari setelah pengajuan pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha, maka pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dianggap
telah diajukan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta tata cara yang
ditetapkan pada tanggal pengajuan.

Dalam hal informasi mengenai rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha telah diketahui pihak luar, maka Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha harus memberikan tanggapan
kepada Bapepam dan mengumumkan hal tersebut kepada masyarakat paling
lambat akhir hari kerja berikutnya setelah rencana tersebut diketahui pihak luar.
Dalam hal perseroan yang melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha merupakan perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, maka
perseroan tersebut wajib mengikuti peraturan Bursa Efek dimana saham perseroan
tersebut dicatatkan.

Telaah Konversi Saham Kasus Bank Permata

Perdagangan tanpa warkat tidak hanya memudahkan proses
penyelesaian transaksi efek, tetapi juga memberikan kemudahan bagi emiten
dalam melaksanakan corporate action. Sistem penyelesaian yang ada di

Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) yaitu C-BEST (Central Depository
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and Book Entry Settlement) akan terintegrasi dengan sistem perdagangan
Jakarta Automated Trading System (JATS) vang ada di BEJ dan sistem
Surabaya Market Information and Automated Remote Trading (S-MART)
milik BES, serta sistem Llectronic Clearing and Guarentee System (e-Clears)
milik Kustodian Perantara Efek Indonesia (KPEIL).

C-BEST telah menyiapkan modul elektronik untuk melayani
corporate action. Pengumuman rencana corporale action akan disebarluaskan
secara otomatis oleh C-BEST ke setiap pemegang rekening. Pada record date,
C-BEST langsung melakukan pendataan siapa saja investor vang berhak
menerima corporate action dan berapa jatah corporate action yang diterima
masing-masing nasabah. Secara otomatis, C-BEST juga memberi tahu emiten
dan Pemegang Rekening melalui report yang dihasilkan emiten, berapa
jumlah total deviden atau saham bonus, misalnya, yang harus dibagikan.

Pada tanggal distribusi, jatah corporate action secara otomatis dan
clektronik akan dibagikan ke masing-masing sub-rekening milik nasabah.
Bahkan, sistem KSEI tersebut memungkinkan emiten memberi pilihan bagi
investor, apakah mau menukarkan saham jatah corporate action-nya dengan
dana, atau sebaliknya, menukarkan jatah dana atau sebaliknya, menukarkan

jatah dana dengan efek.
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Berdasarkan jenis sahamnya, maka konversi saham dibagi menjadi 4

(empat) macam perlakuan konversi, yaitu:

a.

C.

SKRIPSI

Saham Preferen yang Go-Public

Saham ini akan dikonversikan berdasarkan harga konversi atau nilai
tukar konversi yang telah dinilai oleh penilai independen yang telah
ditunjuk oleh Bapepam. Khusus untuk saham yang telah go-public, proses
pengkonversian tersebut akan berlangsung dengan komputerisasi karena
pasar modal di Indonesia saat ini telah menggunakan sistem scripless
trading yang dilakukan langsung oleh KSEI. Sehingga hanya berdasarkan
nilai tukar konversi yang diberitakan KSEI langsung akan menginput data
tersebut ke dalam data base dan selanjutnya proses pengkonversian
dilakukan secara otomatis oleh komputer.
Saham Preferen yang Belum Go-Public

Saham ini akan dikonversikan berdasarkan harga konversi atau nilai
tukar konversi yang telah dinilai oleh penilai independen yang telah
ditunjuk oleh Bapepam. Dan untuk selanjutnya penilai independen
tersebut akan memberkan laporan mengenai segala sesuatu yang
berkaitan dengan pengkonversian tersebut kepada pimpinan perusahaan

yang akan dimerjer tersebut.

Saham Biasa yang Go-Public
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Saham ini akan dikonversikan berdasarkan harga konversi atau nilai
tukar konversi yang telah dinilai oleh penilai independen yang telah
ditunjuk oleh Bapepam. Khusus untuk saham yang telah go-public, proses
pengkonversian tersebut akan berlangsung dengan komputerisasi karena
pasar modal di Indonesia saat ini telah menggunakan sistem scripless
trading yang dilakukan langsung oleh KSEIL Sehingga hanya berdasarkan
nilai tukar konversi yang diberitakan KSEI langsung akan menginput data
tersebut ke dalam data base dan selanjutnya proses pengkonversian
dilakukan secara otomatis oleh komputer.

Namun harga saham biasa setelah konversi harus tidak lebih tinggi
daripada harga saham yang tercatat terakhir di bursa dimana perdagangan
terbesar efek tersebut terjadi.

d. Saham Biasa yang Belum Go-Public

Saham ini akan dikonversikan berdasarkan harga konversi atau nilai
tukar konversi yang telah dinilai oleh penilai independen yang telah
ditunjuk oleh Bapepam. Dan untuk sclanjutnya penilai independen
tersebut akan memberikan laporan mengenai segala sesuatu yang
berkaitan dengan perfgkonversian tersebut kepada pimpinan perusahaan
yang akan dimerjer tersebut. Setelah laporan tersebut telah disetujui oleh
para pemegahg sahim itfia aka untuk selanjutiya akan dilakukan

proses pengkonvetsian tersebut terhadap saham biasa.
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Pada kasus ini terjadi pengkonversian saham vang berasal dari
convertible loan. Awalnya merupakan pinjaman dana bantuan likuiditas
yang berasal dari Bank Indonesia (BLBIl) , namun karena bank-bank
peminjam dana tersebut sudah tidak mampu untuk mengembalikan dana
pinjamannya, maka untuk selanjutnya dana BLBI tersebut dikonversikan
menjadi wujud penyertaan Bank Indonesia terhadap bank-bank yang
bermasalah tersebut. Namun setelah itu segala sesuatu yang berhubungan
dengan pengelolaan bank-bank bermasalah diserahkan kepada BPPN dan
bukan menjadi tanggung jawab dari Bl lagi, maka secara otomatis pula
modal penyertaan BI tersebut menjadi modal penyertaan BPPN atas bank-
bank peminjam tersebut.

Konversi saham ini akan dikatakan sah apabila memenuhi beberapa

kriteria secara kumulatif, antara lain:

1.

SKRIPSI

Konversi tersebut dinilai oleh penilai independen. Penilai independen
dalam hal ini ditunjuk dan terdaftar di Bapepam. Penilai independen
merupakan lembaga penunjang pasar modal yang berdiri di bawah
naungan Bapepam.

Konversi tersebut harus memenuhi tata cara perundang-undangan yang
berlaku. Dalam hal ini perundang-undangan yang berlaku mencakup UU

Perbankat, UU Pétsertan Tetbatas, UU Pasat Modal, Peraturan-Peraturan
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Bapepam serta Keputusan Menter1 Keuangan yang terkait dengan tata cara

pengkonversian saham tersebut.

3. Konversi yang dinilai tersebut telah berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) dan Prinsip-Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum
(PABU) yang berlaku di Indonesia.

Bila salah satu dam ketiga kriteria tersebut dilanggar, maka konversi
saham tersebut harus dibatalkan dan harus dilaksanakan penilaian ulang yang
baru terhadap pengkonversian saham tersebut dengan menunjuk penilai
independen yang baru.

Selain itu apabila ada pemegang saham minoritas yang tidak setuju
dengan Keputusan RUPS mengadakan pengkonversian saham tersebut maka
perlindungan bagi pemegang saham minoritas diwujudkan antara lain melalui
penegasan hak perseorangan sebagai pemegang saham yang dirugikan untuk
menuntut perseroan berdasarkan prinsip derivative suit. Pemegang saham
mmoritas  dapat mengajukan  keberatan  atas RUPS  ciscbut dengan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Akan dimungkinkan
gugatan tersebut diterima dan akan diadakan RUPS ulang,

Apabila ada pemegang saham yang merasa dirugikan atas pengkonversian
saham tersebut, maka selama proses pengkonversian dianggap sah, pemegang
saham harus menerima hasil pengkonversian tersebut. Apabila pemegang

saham tersebut tidak setuju, maka 1a dapat melepaskan saham vyang
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dimilikinya kepada pemegang saham yang lain. Namun tentunya saham yang
akan dilepas tersebut harus dibeli dengan harga yang wajar dalam hal ia tidak
menyetujui tindakan perseroan yang berupa perubahan Anggaran Dasar,
penjualan/ penjaminan/ pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan
perseroan, ataupun penggabungan/ peleburan dan pengambilalihan perseroan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 55 UUPT 1/95.
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PENUTUP
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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Bank Permata merupakan hasil merjer dari lima bank swasta nasional,
antara lain Bank Bali, Bank Universal. Bank Patrnot, Bank Arthamedia
dan Bank Prima Express.

Merjer yang dilakukan bersifat imperatif’ yang berarti merjer kelima
bank tersebut berdasarkan perintah Bank Indonesia dalam rangka
menyelamatkan suatu bank yang bermasalah.

Pada kasus Bank Permata terjadi pengkonversian saham yang berasal
dari convertible loan yang awalnya merupakan BLBI yang pada
akhimya dikonversikan menjadi penyertaan saham pada bank
peminjam.

Konversi saham pada kasus Bank Permata ini dianggap sah karena

telah memenuhi criteria yang berlaku.

2. Saran

o Sebaiknya dibentuk suatu aturan hukum berkenaan dengan
pengkonversian saham agar terjadi Kkescragaman lerutama

mengenai periindmiga'n Hukaim kliilsusnya bagi masyarakat.

64
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No POS - POS BAMK
2001 2001
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
1. | Pendapatan Bunga
1.1. Hasil bunga
a. Rupiah 687.069 699.883
b. Valuta asing 180.550 182.853
1.2. Provisi dan komisi
a. Rupiah g 34.585 35.509
b. Valuta asing 2.525 2.525
Jumlah Pendapatan Bunga 904.729 920.770
2. | Beban Bunga
2.1. Beban bunga
a. Rupiah 714.816 718.255
b. Valuta asing 112,729 115.181
2.2. Komisi dan provisi 1.868 1.868
Jumlah Beban Bunga 829.413 835.304
Pendapatan Bunga Bersih 75.316 85.466
3. | Pendapatan Operasional Lainnya
3.1. Pendapatan provisi, komisi, fee 83.592 86.364
3.2. Pendapatan transaksi valuta asing 53.833 53.459
3.3. Pendapatan kenaikan nilai surat berharga - -
3.4. Pendapatan lainnya ) 19.807 i 63.270
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 82, 157.232 208, 203.093
4. | Beban (Pendapatan) Penghapusan
Aktiva Produktif (27.515) (23.062)
5. | Beban Estimasl Kerugian Komitmen & Kontinjensl (7.387) (7.387)
6. | Beban Operasional Lainnya
6.1. Beban administrasi dan umum 165.773 163.957
6.2. Beban personalia 112.944 127.867
6.3. Beban penurunan nilai surat berharga 1.668 2.017
6.4. Beban transaksi valas - -
6.5. Beban lainnya 36.046 48.751
Jumlah Beban Operasional Lainnya 306.431 342.592
LABA ( RUGI ) OPERASIONAL 38.981 $1. 23.584
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
7. | Pendapatan Non Operasional 86.574 84.408
8. | Beban Non Operasional 4 165 184
Pendapatan ( Beban ) Non Operasional Xl 86.409 D1 84.224
9. | Pendapatan/Beban Luar Biasa - -
10. | LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN B.2381 47.428 60.640
11. | Taksiran Pajak Penghasilan -/-
Tahun berjalan - 2.892
Ditangguhkan *) 9.33 - :2 -
12. | LABA/RUGI TAHUN BERJALAN 8064 | 47.428 403. 57.748
13. | Hak Minoritas -/- ! - 8.368
14. | Saldo Laba (Rugi) Awal Tahun (5.336.320) (5.420.177)
15. | Dividen - -
Lainnya - *
SALDO LABA ( RUGI ) AKHIR PERIODE 8.107.148) | 5.288.892 8.407.146 5.370.797

LABA BERSIH PER SAHAM ( dalam satuan Rupiah )

1

*) Beban pajak tangguhan Bank tahun 2002 adalah sesuai dengan perhitungan yang telah diaudit sampai dengan 30 April 2002.
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"POS - POS

AN =

30/09/2002

30/09/2001

30/09/2002

70

30/09/2001

KOMITMEN

Tagihan Komitmen

1. |Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan
a. Rupiah

b. Valuta asing

2. |Lainnya

Jumlah Tagihan Komitmen

Kewajiban Komitmen

1. |Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik
a. Rupiah

b. Valuta asing

2. |Irrevocable L/C yang masih berjalan dalam rangka
impor dan ekspor

3. |Lainnya

Jumiah Kewajiban Komitmen

JUMLAH KOMITMEN BERSIH

KONTINJENSI

Tagiban Kontinjensi

1. |Garansi yang diterima

&. Rupiah

b. Valuta asing

2. |Pendapatan bunga dalam penyelesaian
a. Rupiah

b. Valuta asing

3. [Lainnya

Jumlah Tagihan Kontinjensi

Kewajiban Kontinjensi
1. |Garansi yang diberikan
a. Bank garansi
0 Rupiah
0 Valuta asing
b. Lainnya
2. |Revocable L/C yang masih berjalan dalam rangka
impor dan ekspor
3. [Lainnya
Jumlah Kewajiban Kontinjensi

JUMLAH KONTINJENSI BERSIH

480.079
181.808

45.751

427.543
34.901

44,796

480.079
181.808

45.751

427.543
34.901

44.796

707.638

507.240

707.638

507.240

(707.638)

(507.240)

(707.638)

(507.240)

1.313
1.461

1.417
151.982

1.313
1.461

1.417
151.992

2774

153.409

2.774

1563.409

16.296
320.098
2.967

16.867
321.175
4,745

16.296
320.098
2.967

16.867
321.175
4745

339.361

342.787

339.361

342.787

(336.587)

(189.378)

(336.587)

(189.378)
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KETERANGAN
. KOMPONEN MODAL
A. MODAL INTI **) 210.829
1. Modal Disetor il 668.646
2. Cadangan Tambahan Modal ( Disclosed Reserves ) :
a. Agio Saham 5.023.052
b. Disagio ( -/-) . -
c. Modal Sumbangan o -
d. Cadangan Umum dan Tujuan o ! -
e. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak i ’::;"“' 7 _. T -
f. Rugi tahun-tahun lalu ( -/ ) D 366,01 g‘g 5.488.791
g. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak ( 50% ) 58.119: 23.717
h. Rugi tahun berjalan ( -/- ) A -
i. Selisih penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang
Luar Negeri
1) Selisih lebih -
2) Selisih kurang ( -/- ) 1:45° 15.795
j- Dana Setoran Modal -
k. Penurunan nilai Penyertazn pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-) ; -
3. Goodwill (-/-) 4 -
B. MODAL PELENGKAP ( Maks. 100 % dari Modal Inti ) \ 187.249
1. Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap i574 43.574
2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/ , '
PPAP (maks. 1,25% dari ATMR) : 1.673 38.260
3. Modal Pinjaman : -
4. Pinjaman Subordinasi (maks. 50% dari Modal Inti) ‘813 105.415
5. Peningkatan harga saham pada portofolio tersedia untuk
dijual (45%) : ; ”
II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) 556448 398.078
Il. PENYERTAAN (-/-) 15326 -
IV. TOTAL MODAL (1l -HI) 489515 398.078
V. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) 5 39 3.060.828
VI. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG
TERSEDIA (IV:V) ' 13,0%
VIl. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM YANG
DIWAJIBKAN 8,0% 8,0%

*) Disajikan dengan tidak memperhitungkan dampak aktiva pajak tangguhan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia
No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan Ketentuan Bank Indonesia No. 2/315/DPNP/IDPnP
tanggal 8 November 2000.

**) Tanpa memperhitungkan uang muka setoran modal sebesar Rp. 4,6 triliun yang merupakan penyertaan modal
sementara Pemerintah dalam rangka rekapitalisasi bank hasil merger.
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RAS z A
37529 37.164
I.| Permodalan *)
1. CAR - 11,4% 13,0%
2. Aktiva tetap terhadap modal 153,8% 190,1%
[Il.| Aktiva Produktif
1. Aktiva produktif bermasalah 0,5% 2,6%
2. NPL 2,9% 15,5%
3. PPAP terhadap aktiva produktif 0,7% 2,8%
4. Pemenuhan PPAP 110,0% 227.6%
lll.| Rentabilitas
1. ROA 1,1% 0,5%
2. ROE 40,0% 35,6%
3. NIM 1,9% 1,0%
4. BOPO 96,4% 103,7%
IV.| Likuiditas
LDR 24.2% 17,5%
V.| Kepatuhan (Compliance)
1. a. Persentase Pelanggaran BMPK
a. 1. Pihak Terkait 0,0% 0,0%
a. 2. Pihak Tidak Terkait 0,0% 0,0%
b. Persentase Pelampauan BMPK
b. 1. Pihak Terkait 0,0% 9,2%
b. 2. Pihak Tidak Terkait 33,6% 47.5%
2. GWM Rupiah 5,0% 51%
3. PDN 12,8% 13,8%

*) Jumlah modal dalam perhitungan rasio diatas adalah tanpa memperhitungkan uang muka
setoran modal sebesar Rp.4,6 triliun yang merupakan penyertaan modal sementara

Pemerintah dalam rangka rekapitalisasi bank hasil merger.
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Lampiran 4

BANK PERMATA

ANAK PERUSAHAAN & ALAMAT

AFILIASI

NAMA & JABATAN

1 PT Bank UFJ Indonesia
(Perbankan)

2 PTBALI SECURITIES
(Sekuritas)

3 PT ASURANSI BANCBALI
NIPPON FIRE
(Asuransi Kerugian)

4 PT KDLC BancBali Finance
(Perusahaan Pembiayaan)

5 PT SARANA BALI
VENTURA
(Modal Ventura)

6' UOB Venture Investment
Lta.
(Modal Ventura)

7 Orient Bancorporation Ltd
(Perbankan)

hitp:/iwww.permatabank.com

SKRIPSI

PermataBank Tower |, Lantai 3-4
JI. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12820

Telp. : (021) 250 0401

Fax : (021) 250 0410

PermataBank Tower |, Lantai 2
JI. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12820

Telp. : (021) 523 7815

Fax : (021) 250 0638

PermataBank Tower |, Lantai 8
JI. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920

Telp. : (021) 523 7500/2/3/4
Fax: (021) 523 7505/6

PermataBank Tower |, Lantai 7
JI. Jend. Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920

Telp. : (021) 523 7260

Fax : (021) 250 0855

JI. By Pass Ngurah Rai No. 17
Sanur Kauh

Denpasar Selatan, Bali Santosa
Telp. : (0361) 282868

Fax : (0361) 282890

80 Raffles, 30th Storey
UOB Plaza 2
Singapore 048624
Telp. : (65) 5393533
Fax : (85) 5382569

233 Sansome Street
San Fransisco
California 94104, USA
Telp. : (415) 3380668
Fax : (415) 3988949

o

Direktur Utama
Makote Kaneko

Wakil Direktur Utama :
Hajime Kato

Mamoru Shibazaki
Direktur :

Toshikuni Fujita
Daniel Kandinata

Direktur Utama :
Rita Ningsih Djapri
Direktur :

Jejei Kumia

Direktur Utama :
Sadashi Kodera
Wakil Direktur Utama
:Bernadet Mariani
Siswanto

Direkiur :

Suzuki Masaru

Direktur Utama :
Byong Mahn Lee
Direktur :

oong Hee Baik
Jung Sik Yoon

Direktur Utama :

Fax : (0361) 282890
Direktur :

| Made Gunawirawan
Asher Imaret Siregar

Direktur Utama

Ernest Wong Yuen Weng
Direktur :

Wee Ee Cheong

Gn Hiang Meng

Direktur Utama

Ernest L. Go

Direktur :

William Fuller

Benjamin F. Greenough
John Ng

Matook Nissim

George Sycip
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ANAK PERUSAHAAN &
AFILIASI

ALAMAT

NAMA & JABATAN

8 PT BPR SRISEDANA
MANDIRI

9 PT BPR BALI ARTHA
KOPMENGWI MANDIRI

PT BPR BALI

10 K OPMENGWI MANDIR)

11 PT BPR KOPKUTA
MANDIRI

12 PT BPR BALI

MUKTIJAYA MANDIRI

13 PT BPR BALI CATUR

MANDIRI

14 pT BPR BALI
PANCAJAYA MANDIRI

JI. Raya Peliatan No. 2
Kec. Ubud, Gianyar, Bali

Telp. : (0361) 975 672

JI. Raya Denpasar
Singaraja, Ds. Mengwiten
Kec. Mengwi

Kab. Badung, Bali

Telp. : (0361) 829881

JI. Raya Denpasar
Singaraja, Ds. Mengwiten
Kec. Mengwi

Kab. Badung, Bali

Telp. : (0361) 829881

JI. Gn. Sanghyang No. 198 B
Kerobokan, Kuta, Badung
Telp. : (0361) 423688

Pasar Kayuamba, Ds. Tiga
Kec. Susut, Kab. Bangli, Bali

Telp. : (0361) 51403

JI. Raya Pakis No. 111
Kec. Pakis, Kab. Malang 65154
Sin Telp. : (0341) 792108

JI. Pahlawan No. 9

Ds. Mayang, Kec. Mayang
Kab. Jember

Telp. : (0331) 591386

Direktur Utama

| Made Item Suarjana
Direktur :

| Nyoman Partha

Direktur Utama :
A. A. Putu Oka Putra
Direktur :

Ni Nyoman Suciati

Direktur Utama :

A. A. Putu Oka Putra
Direktur :

Ni Nyoman Suciati

Direktur Utama :

Putu Surawan
Direktur :

Ni Nyoman Tresnawati

Direktur Utama :
| Putu Darmawan
Direktur :

| Wayan Suarnata

Direktur Utama
Yuas Widyandono

Direktur Utama
Rosadi Saman
Direktur :
Syamsul Anam

http:/iwww.permatabank.com
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ANAK PERUSAHAAN &

AFILIASI ALAMAT NAMA & JABATAN
15 PT BPR BALI'AGUNG JI. Raya Blitar No. 44 Direktur Utama
MANDIRI Kec. Ngunut, Tulungagung ~ Mahmudi

Telp. : (0355) 398848

16 PT BPR BALI MAJUJAYA JI. Raya Kepadangan 53 Direktur Utama :

MANDIRI Kec. Tulangan Albertus Gunawan
Kab. Sidoardjo Direktur :
Telp. : (031) 8850249 Akhmad Zaini

17 PT BPR BALI CEMAWIS  JI. Raya Cerme Lor 88 A Direktur Utama :

MANDIRI Gresik Zumaroh
Telp. : (031) 7980128 Direktur :
Zumaroh
18 PT BPR BALI JI. Raya Boyolali Km. 3,5 Direktur Utama :
PANDANARAN MANDIRI Kec. Mojosongso Antonius Susiyanto
Kab. Boyolali Direktur :
Telp. : (0276) 321484 Teguh Herwanto

19 PT BPR BALI BANARAN JI. Raya Timur Km.16 No. 18 Direktur Utama :
MANDIRI Ds. Banaran Fatah Hidayat
Kec. Sambungmacan
Kab. Sragen Puji Winarto
Telp. : (0271) 662470

20 PT BPR BALI JI. Kudus, Colo Km.3 Direktur Ut
BUDIKUSUMA MANDIRI  Ds. Purworejo, Kec. Bae R!“T qu | ama
Kab. Kudus, Semarang IR0 WILION0

Direktur :
Telp. : (0291) 434637
gp ( ) Akhmad Mohtar

http://www.permatabank.com
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ANAK PERUSAHAAN

& AFILIASI

ALAMAT

NAMA & JABATAN

21 PT BPR BALI PATI
MANDIRI

22 PT BPR BALI GEMA

MANDIRI

23 PT BPR BALI

DAYAUPAYA MANDIRI

PT BPR BALI
KOPJAYA
MANDIRI

24

25 PT BPR BALI RUKUN

MANDIRI

JI. Hang Tuah No. 79
Ds. Bojomulyo, Kec. Juwana
Telp. : (0295) 471522

JI. Raya Ajibarang No. 914
Ajibarang, Purwokerto
Telp. : (0281) 572432

JI. Raya Wangun No. 297
Kec. Ciawi, Bogor
Telp. : (0251) 240155-247418

JI. RTA Prawira Adiningrat No.

140
Manonjaya, Kab. Tasikmalaya
Telp. : (0265) 380529

JI. Raya Ciwidey No. 49
Rt. 04/Rw. 03, Kp. Warung
Tenjolaya, Kec. Pasirjambu
Telp. : (022) 5928731

Direktur Utama
Yoga Saptono W,
Direktur :
Chodijah

Direktur Utama :
Gunawan Waluyo
Direktur :

Andri Diana

Direktur Utama :
Sugiarto

Direktur Utama :
Budiman

Direktur Utama :

Effi Budiherniwan Emor
Direktur :

Edi Supriyadi

hitp:/iwww.permatabank.com
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SKRIPSI

—

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tentang Perbankan, perlu
dilakukan penyesuaian ketentuan tentang pencabutan izin usaha,
pembubaran dan likuidasi bank;

bahwa agar pelaksanaan likuidasi Bank dapat dilakukan dengan lebih
efisien, maka ketentuan tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan
likuidasi bank perlu disempurnakan,

bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali
pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank dengan Peraturan
Pemerintah;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran
Negara Tahun [968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2865);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3790);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3502);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3587);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN IZIN
USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

KONVERSI SAHAM DALAM FEBRYANTI SUBAKTININGSIH LAYARDI
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(0

@

(3)

(M

IR-PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 90

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998; )

Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah
kantor cabang bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan
berkantor pusat di luar negeri;

Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada
bank, termasuk nasabah penyimpan dana;

Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban
bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan
hukum bank;

Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi bank
yang dicabut izin usahanya;

Rapat Umum Pemegang Saham, dircksi dan dewan komisaris adalah
organ dalam perseroan terbatas atau organ serupa dalam koperasi dan
perusahaan daerah.

BAB II
PENCABUTAN IZIN USAHA DAN
PEMBUBARAN BADAN HUKUM

Pasal 2

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan
kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas,
likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha
bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank
wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan
nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank
dengan menempuh upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif,

Pasal 3

Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelang-

sungan usahanya, Bank Indonesia.dapat melakukan tindakan agar:

a. Pemegang saham menambah modal;

b. pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;

¢. bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank
dengan modalnya;

d. bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;

KONVERSI SAHAM DALAM EEBRYANTI SUBAKTININGSIH LAYARDI
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l

e. bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh
kewajiban; ’

f. bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank
kepada pihak lain;

g. bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank
kepada bank atau pihak lain.

(2) Apabila :

a. tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum cukup untuk
mengatasi kesulitan yang dihadapi bank; dan atau

b. menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat
membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat
mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk
segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna
membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

(3) Dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia
meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi
pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah
pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 4
(1) Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia.

(2) Sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi dan dewan komisaris
dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan
kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan atau penugasan Bank
Indonesia dan untuk :

a. pembayaran gaji pegawai yang terutang;

b. pembayaran biaya kantor;

c. pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana
dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.

Pasal 5

(1) Direksi bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembubaran badan hukum
bank dan pembentukan Tim Likuidasi, selambat-lambatnya dalam waktu
60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha,

(2) Calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 6
Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat diselenggarakan dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), atau dapat
diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan

KONVERSI SAHAM DALAM FEBRYANTI SUBAKTININGSIH LAYARDI
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hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, Pimpinan Bank Indonesia
meminta kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi :

a.

b.

pembubaran badan hukum Bank;
penunjukan Tim Likuidasi;

perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini;

perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan
likuidasi kepada Bank Indonesia.

Pasal 7

Susunan anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
Pasal 6 terdiri atas :

(1

2)

pihak lain yang bukan anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang
saham; atau

campuran antara pihak lain scbagaimana dimaksud dalam huruf a dengan
satu atau beberapa anggota dircksi, dewan komisaris atau pemegang
ssham sepanjang jumlah anggota direksi, dewan komisaris atau
pemegang saham tersebut tidak melebihi 1/3 (satu pertiga) dari jumnlah
anggota Tim Likuidasi.

Pasal 8

Keputusan dan penetapan pembubaran badan hukum bank sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib :

a didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan di Panitera Pengadilan
Negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan;

b. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua)
surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan

¢. diberitahukan kepada instansi yang berwenang,

oleh Tim Likuidasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak

tanggal pembentukan Tim Likuidasi.

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat puia
pernyataan bahwa seluruh harta kekayaan bank dalam likuidasi berada
dalam tanggung jawab dan pengurusan Tim Likuidasi.

Pasal 9

Pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank

dilakukan oleh Bank Indonesia.
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BAB III
LIKUIDASI

Pasal 10
(1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi.

(2) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan
bank dalam likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Likuidasi berwenang mewakili bank
dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak
dan kewajiban bank tersebut.

Pazal 11

(1) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi, direksi dan dewan komisaris menjadi
non aktif, dan berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan
segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

(2) Sebelum likuidasi selesai, anggota dircksi dan anggota dewan komisaris
bank yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan dir,
kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan likuidasi bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu
paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim
Likuidasi.

(2) Dalam hal likuidasi bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penjualan harta bank dalam
likuidasi dilakukan secara lelang, .

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota Tim Likuidasi
dilarang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri.

(2) Anggota Tim Likuidasi bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam
melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).

Pasal 14

(1) Untuk kepentingan harta bank dalam likuidasi Tim Likuidasi dapat
meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum
bank yang mengakibatkan kerugian harta bank, yang dilakukan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha.
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(2) Pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terbukti bahwa pada
saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, bank yang bersangkutan dan
pihak lain dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau
sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan
mengakibatkan kerugian bagi harta bank tersebut.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah perbuatan hukum bank yang bersangkutan yang wajib dilakukan
berdasarkan undang-undang.

Pasal 15

Dalam hal anggota Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan Pasal S ayat (1)
dan Pasal 6 karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas dengan baik
dan atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, Bank Indonesia memberhentikan yang bersangkutan
dan menunjuk penggantinya.

Pasal 16

Likuidasi bank dilakukan dengan cara :

a. pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur, diikuti
dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil
pencairan dan atau penagihan tersebut; atau

b. pengalihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang
disetujui Bank Indonesia.

Pasal 17

(1) Pembayaran kewajiban kepada para kreditur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji pegawai yang
terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak
yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh
bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor.

(2) Sisa dana hasil pencairan harta’ dan atau penagihan piutang kepada
debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada kreditur :

a. nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan
oleh Tim Likuidasi;
b. lainnya.

(3) Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar

terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana,

maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah
penyimpan dana.

KONVERSI SAHAM DALAM FEBRYANTI SUBAKTININGSIH LAYARDI



L
.ampiran 5

SKRIPSI

IR-PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

(4) Setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakh’r, masih terdapa
kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada par:
pemegang saham secara pro rata.

(5) Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa
hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.

Pasal 18

(1) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam
Daftar Biaya Likuidasi menjadi beban harta kekayaan bank dalam

likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dar setiap hasil pencairan yang
bersangkutan.

(2) Honor Tim Likuidasi yang termasuk salal satu komponen dalam biaya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman
pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 19

(1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Tim
Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan
kepada Bank Indonesia dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat
Umum Pemegang Saham.

(2) Dalam hal neraca akhir likuidasi telah disetujui Bank Indonesia, dan
Rapat Umum Pemegang Saham telah menerima pertanggungjawaban
Tim Likuidasi maka Rapat Umum Pemegang Saham :

a. meminta Tim Likuidasi :

- mengumumkan berakhirmya likuidasi dan perseroan dengan
menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan
dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;

- memberitahukan kepada instansi yang berwenang;

- memberitahukan kepada Departemen Perindustrian dan Perda-
gangan agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari Daftar
Perusahaan,;

b. membubarkan Tim Likuidasi.

Pasal 20
(1) Dalam hal Tim Likuidasi dibentuk berdasarkan Pasal 6, Tim Likuidasi
wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi guna dilaporkan dan diper-
tanggungjawabkan kepada Bank Indonesia. ‘

(2) Dalam hal Bank Indonesia menerima pertanggungjawaban Tim
Likuidasi, maka Bank Indonesia:

a. meminta Tim Likuidasi ;
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- mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan
menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan
dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas;

- memberitahukan kepada instansi yang berwenang,

- memberitahukan kepada Departemen Perindustrian  dan
Perdagangan agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dan
Daftar Perusahaan;

b. membubarkan Tim Likuidasi.

Pasal 21

Status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman
berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Repubiik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2).

BAB IV
PENCABUTAN IZIN USAHA
KANTOR CABANG BANK
YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

Pasal 22

(1) Bank Indonesia mencabut izin usaha Kantor Cabang Dari Bank Yang

Berkedudukan Di Luar Negeri dalam hal :

a. kantor cabang yang bersangkutan berada dalam keadaan yang mem-
bahayakan kelangsungan usahanya dan atau sistem perbankan;

b. kantor cabang yang bersangkutan ditutup atas permintaan kantor
pusatnya;

c. izin usaha kantor pusat bank yang bersangkutan dicabut dan atau
dilikuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara sctempat.

(2) Pencabutan izin usaha kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diberitahukan kepada bank yang bersangkutan dan otoritas negara
asal, serta diumumkan dalam surat kabar harian yang mempunyai
peredaran luas.

(3) Dalam hal Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar
Negeri dicabut izin usahanya karena hal-hal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. seluruh harta kantor cabang yang bersangkutan diutamakan untuk
pembayaran seluruh kewajibannya di Indonesia.

b. kantor pusat bank yang bersangkutan bertanggung jawab atas
pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.

(4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
Bank Indonesia membentuk Tim Penyelesai yang memiliki hak,
kewajiban dan kewenangan seperti halnya Tim Likuidasi.
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(5) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri
yang dicabut izinnya karena :

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b,
ditentukan oleh Bank Indonesia dan paling lambat 2 (dua) tahun
sejak terbentuknya Tim Penyelesai; dan

b. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢, paling lambat
5 (lima) tahun sejak terbentuknya Tim Penyelesai.

(6) Batas waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana diraksud dalam ayat
(3) bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri
yang dicabut izin usahanya karena :

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b,
paling lambat 2 (dua) tahun;

b. alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢, paling lambat
5 (lima) tahun, ' :

sejak terbentuknya Tim Penyelesai.

BAB V
KETENTUAN PIDANA DAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi
dan pejabat lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain, yang turut serta
mempengaruhi pengelolaan bank, yang telah melakukan tindakan-tindakan
yang menyebabkan keadaan bank yang bersangkutan memburuk schingga
dicabut izin usahanya, yang telah melanggar ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini, diancam dengan sanksi pidana dan/atau administratif
sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50A, Pasal 52 dan Pasal
53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Dalam hal harta kekayaan bank dalam likuidasi tidak cukup untuk
memenuhi seluruh kewajiban bank dalam likuidasi tersebut maka
kekurangannya wajib dipenuhi oleh anggota direksi dan anggota dewan
komisaris serta pemegang saham yang turut serta menjadi penyebab
kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab
kegagalan bank.

(2) Dalam hal direksi bank yang dicabut izin usahanya tidak bersedia
melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan pencabutan izin
usaha bank, atau direksi dalam keadaan tidak hadir, maka tanpa
mengurangi tanggung jawab direksi yang bersangkutan, untuk
kepentingan nasabah penyimpan dana Bank Indonesia membentuk Tim
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Pengelola Sementara untuk menjalankan fungsi direksi sampai dengan
terbentuknya Tim Likuidasi.

(3) Direksi yang tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan
dengan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, atau yang
dengan sengaja tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
dikategorikan telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan
Pemerintah ini, dan dapat dikenakan ancaman pidana dan sanksi
administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 23.

Pasal 25

(1) Pelaksanaan likuidasi bank oleh Bank Indonesia ditetapkan dan
diserahkan kepada badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka
penyehatan perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 37A Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tetap mengikuti
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(2) Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha atas bank-bank
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan rekomendasi dan

badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penychatan
perbankan.

(3) Apabila dalam rekomendasi untuk pencabutan izin  usaha  bank
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), badan khusus telah menyatakan
bahwa seluruh aset dan kewajiban bank yang bersangkutan telah
diselesaikan oleh badan khusus, maka dalam mencabut izin usaha yang
bersangkutan Bank Indonesia sekaligus memerintahkan kepada badan
Khusus untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham
membubarkan badan hukum bank dan selanjutnya mengumumkannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 26

(1) Dalam hal para pemegang saham akan membubarkan badan hukum bank
atas keinginan sendiri, pembubaran tersebut hanya dapat dilakukan
setelah pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia.

(2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila bank yang bersangkutan
telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh kreditur.

(3) Pembubaran badan hukum bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Segala ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi bank-
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bank yang telah dicabut izin usahanya dan sedang dalam proses likuidasi
pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini. :

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pencabutan izin
usaha, pembubaran dan likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah ini
diatur Bank Indonesia.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah
Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin
Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 30
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.
Ditctapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 52

I SKRIPSI KONVERSI SAHAM DALAM EEBRYANTI SUBAKTININGSIH LAYARDI



ki IR-PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
Lampiran 5

l 100
| .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
: NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK

UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan
mengenai pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank. Penyesuaian dimaksud
diperlukan antara lain karena berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 terscbut

dialihkan kepada Pimpinan Bank Indonesia.

pembubaran dan likuidasi bank.

pembayaran kewajiban kepada pihak-pihak lainnya.

karakteristik khusus dibandingkan dengan badan usaha pada umumnya.

Terbatas.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
r Cukup jelas

kewenangan pemberian dan pencabutan izin usaha bank yang semula ada pada Menteri Keuangan

Disamping penyesuaian ketentuan-ketentuan karena adanya perubahan Undang-undang
dimaksud, agar perlaksanaan likuidasi bank dapat berjalan secara lebih efisien, diperlukan
penyempurnaan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai pencabutan izin usaha,

Mengingat bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kepada masyarakat, maka kelangsungan hidup bank sangat tergantung pada
dana masyarakat yang dititipkan kepadanya. Dengan demikian merupakan hal yang wajar apabila
terhadap bank yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi diwajibkan untuk mengutamakan
pembayaran atau pengembalian dana kepada masyarakat penyimpan dana, tanpa mengabaikan

Penjelmaan dari maksud untuk mengutamakan kepentingan nasabah penyimpan dana dan
menjaga kestabilan moneter menyebabkan bank merupakan badan usaha yang memiliki

Sebagaimana diketahui bahwa bank pada urnumnya berbentuk perseroan terbatas, maka Peraturan
Pemerintah ini memakai istilah Rapat Umum Pemegang Saham, direksi dan komisaris bagi
penyebutan organ badan hukum bank. Sekalipun demikian, norma yang berlaku bagi organ-organ
tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya harus diartikan berlaku
pula bagi lembaga setara dalam badan hukum bank lainnya yang tidak berbentuk Perseroan
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Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Pasal 2
) Ayat (1)
Yang dimaksud dengan aset adalah aktiva atau kekayaan bank.
Ayat (2)

Mengingat bank dalam kegiatan usahanya pada umumnya menggunakan dana
masyarakat yang dipercayakan kepadanya, maka dalam memberikan kredit atau
pembayaran berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya bank
wajib melakukannya secara profesional dan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian
agar dana masyarakat yang dipercayakan pada Bank dapat dikelola dengan baik.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas -
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)

Pencabutan izin usaha dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 37
ayat (2) dan atau Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
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Pencabutan izin usaha tersebut diikuti dengan pembubaran badan hukum bank oleh Rapat
Umum Pemegang Saham atau melalui penetapan pengadilan, dan untuk selanjutnya
dilikuidasi.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal §
Ayat (1)

Pembubaran badan hukum bank dimaksud dilakukan oleh lembaga tertinggi dalam badan
hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh, lembaga tertinggi untuk Perseroan Terbatas
adalah Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan untuk badan hukum Koperas,
lembaga tertinggi adalah Rapat Anggota.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Pihak lain yang ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dapat merupakan akuntan, ahli
hukum, ahli komputer dan atau ahli di bidang lainnya yang erat kaitannya dengan
pelaksanaan likuidasi bank.
Pembatasan jumlah anggota direksi, dewan komisaris dan pemegang saham yang boleh
menjadi anggota Tim Likuidasi, dimaksudkan untuk menjaga obyektifitas pelaksanaan
likuidasi.

Pasal 8
Ayat (1)

Kewajiban pengumuman pada Bank Perkreditan Rakyat dapat pula dilakukan dengan
cara lain yang memungkinkan masyarakat setempat dapat mengetahui pencabutan izin
usaha tersebut, seperti penempatan pengumuman pada kantor kecamatan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9

Fungsi pengawasan likuidasi oleh Bank Indonesia dimaksudkan untuk memantau pelak-
sanaan likuidasi agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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‘{' Pasal ‘10
: Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
' Cukup jelas
Pasal 11
.I Ayat (1)

Setelah Tim Likuidasi terbentuk, anggota direksi dan anggota dewan komisaris tidak lagi
menjalankan fungsinya sesuai dengan jabatannya tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lelang adalah lelang yang diselenggarakan melalui kantor lelang
atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3 Pasal 13
Ayat (1)

Salah satu bentuk melaksanakan tugas dengan mcmbcrolch keuntungan untuk diri sendiri
adalah membeli harta kekayaan bank dalam likuidasi untuk kepentingan sendiri, keluar-
ganya, dan atau kelompoknya.

Dalam pengertian memperoleh keuntungan untuk diri sendiri, termasuk juga apabila
anggota Tim Likuidasi melakukan transaksi yang didalamnya terdapat benturan kepen-
tingan (conflict of interest) antara bank dalam Likuidasi dan anggota Tim Likuidasi yang
bersangkutan.
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Ayat (2) : i %
' E

N

Pertanggungjawaban Tim Likuidasi secara pribadi dapat diminta dalam hal menurut =
penilaian Bank Indonesia selaku pengawas terdapat pelanggaran terhadap larangan :'g
memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Untuk itu diperlukan bukti-bukti yang men- '5;
dukung adanya tindakan pelanggaran atau penyimpangan oleh Tim Likuidasi yang ber- %

3

Pertanggungjawaban secara pribadi tersebut antara lain berupa pengembalian seluruh 3

. 3

keuntungan yang telah diperolehnya kepada bank dalam likuidasi.

RGN

Pasal 14

PER

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat 2)

'Yang dimaksud dengan “pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan” dalam ketentuan -
ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan. '

Ayat (3)

Perbuatan yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-undang misalnya kewajiban pem-
bayaran pajak.

Pasal 15
* "Kewenangan Bank Indonesia untuk memberhentikan dan mengganti anggota Tim Likuidasi ™.
diberikan dalam kedudukannya selaku pengawas likuidasi.
Apabila dalam pé_langgé;an terhadap ketentuan i)emhdang-undangan yang dilakukan oleh
- .y anggota Tim Likuidasi- tersebut terdapat dugaan adanya unsur tindak pidana, maka akan
* diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pas._a_f 16
.Cukupjelas L
* Pasal 17" -
- Ayat(1)
' ':'.I_’aja_k yang terutang dalam hal ini hanya meliputi pajak bank dan pajak yang dipungut
cleh’bank yang- bersangkutan dalam kedudukannya selaku pemungut pajak dan atau

- pemotong pajak. Dalam kelompok ini tidak termasuk dana Negara yang berasal dan
pajak yang disimpan oleh bank persepsi.
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Ayat (2) .
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
CUi(Up jelas
" Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
- Cukup jelas
paal22
:. 2 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan izin usaha bagi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan
Di Luar Negeri adalah izin pembukaan kantor.

1 Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat 3)

Harta kantor cabang dalam hal ini meliputi seluruh harta, baik yang ada di Indonesia .
maupun di luar negeri.

Pemenuhan kewajiban kantor cabang bank dimaksud merupakan tanggung jawab utama
dari kantor pusat cabang bank yang bersangkutan.

Sejak tanggal pencabutan izin pembukaan kantor cabang yang bersangkutan, tidak
diperbolehkan adanya pemindahan dana ke kantor pusatnya dan atau ke kantor cabang
yang laig di luar negeri. Harta bank hanya dapat ditarik ke kantor pusat apabila seluruh
kewajiban kepada kreditur di Indonesia telah terpenuhi.

Dalam hal kantor pusat bank yang bersangkutan dilikuidasi maka harta kekayaan kantor
pusat tetap menjadi jaminan pemenuhan kewajiban kantor cabangnya di Indonesia.

IO
Tim Penyelesai dalam hal ini adalah tim yang dibentuk di Indonesia untuk pemenuhan

kewajiban bank tersebut di Indonesia. Tugas Tim ini antara lain mengurus harta kekayaan
kantor cabang yang dicabut izin usahanya.

Avat (5)

Hak, kewajiban dan kewenangan yang sama dengan yang dimiliki oleh Tim Likuidasi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diperlukan bagi Tim Penyclesai
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terutama untuk keberhasilan tugasnya dalam pelaksanaan ketentuan ayat (3) dalam proses
penyelesaian seluruh kewajiban bank yang bersangkutan di Indonesia.

Ayat (6)

Huruf a

Penetapan jangka waktu disesuaikan dengan keadaan bank dan kepentingan kreditur -
serta nasabah penyimpan dana.

Hurufb

Cukup jelas

Pasal 23

Dalam pengertian pemegang saham, anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota
direksi dan pejabat lainnya serta pegawai bank, termasuk pula mantan pemegang saham,
anggota dewan komisaris atau pengawas, anggota direksi dan pejabat lainnya serta pegawai
dari bank yang telah dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.

Pasal 24

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung prinsip kehati-hatian yang wajib
dilaksanakan oleh bank.

Dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham turut serta
menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab
kegagalan bank, yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi turut serta
memenuhi kewajiban bank terhadap nasabah dan kreditur lainnya.

Gugatan atau tuntutan kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris dan atau
pemegang saham tersebut dapat diajukan oleh Tim Likuidasi, atau pemegang saham yang
memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk mewakili bank.

Seluruh perolehan dari gugatan atau tuntutan Tim Likuidasi atau pemegang saham
terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris dan atau pemegang saham yang turut
serta menjadi penyebab kesulitan keuangan atau kegagalan bank menjadi milik bank
dalam likuidasi dan digunakan untuk memenuhi kewajiban bank dalam likuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

SKRIPSI

Direksi dxa.nggap tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban berkaitan dengan
pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, apabila dalam jangka waktu 15
(lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha, direksi yang bersangkutan tidak
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g meliunjukkah upaya yang berarti untuk mulai melaksanakan tugas dan kewajibannya,
seperti penyusunan neraca penutupan, mempersiapkan penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham, pelaksanaan pembayaran kepada nasabah penyimpan dana dengan -

menggunakan dana dari lembaga penjamin simpanan.

Yang dimaksud dengan keadaan tidak hadir adalah apabila direksi bank yang
bersangkutan tidak aktif lagi menjalankan fungsinya atau keberadaannya tidak diketahui,

Pasal 25
Ayat (i)

Untuk saat ini, badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penychatan
perbankan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional

i) '::‘E'E'!“‘ Ne }%§&M&X$~,ﬁ Sk '-i:;,;\.e__

i

§
vkl g

SR S BT

g - ‘yang' dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan Peraturan -

| __chr_lcn'ntah Nomor 17 Tahun 1999.

- - Kiiteria untuk penetapan bank-bank yang diserahkan Bank Indonesia kepada BPPN
it antara ‘lain bank yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan rasio Kewajiban
Penyediaan Modal Minimum, atau bank yang bersangkutan mengalami kesulitan
likuiditas sehingga memperoleh fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia dan atau
Pemerintah, atau dengan berdasarkan rekomendasi Komite Pengarah Rekapitalisasi Bank
Umum sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998

tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, .

yang pada gilirannya dapat membahayakan perekonomian nasional.
Ay-at (2)

Cukup jelas
Ayat (3) -

. Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
- Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998,
" badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan memiliki

- kewenangan untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan kewenangan
pemegang saham termasuk hak dan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pgsal 26 . |
© Ayat(Ddanayat2). |
~ Pencabitan izin usaha bank oleh Bank Indonesia dalam Pasal ini dilakukan berdasarkan
‘permohonan para pemegang saham. - :
Dalam hal ini para pemegang saham harus menyampaikan bukti-bukti bahwa seluruh
~ kewajiban hank kepada kreditur sudah diselesaikan.
Ayat @) - - |

Pembubaran badan hukum atas keinginan sendiri para pemegang saham ini harus
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.,
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Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

: Pasal 30
Cukup jelas .

TAMBAHAN I_.,EMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3831
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONLSIA

NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG

MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK

ot}

2

(OS]

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh
dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan per lagangan bebas,
diperlukan upaya yang dapat mendorong bank memperkuat dirinya
melalui Merger, Konsolidasi dan Akuisisi;

bahwa mengingat Bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat mnka ketentuan Merger,
Konsolidasi dan Akuisisi Bank perlu. diatur secara khusus dalam
Peraturan Pemerintah;

- Pasal $ ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran
Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2865);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbaikan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3790);
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3587);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar ivodal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor

©3608); .

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan,
Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3741);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MERGER, KONSOLI-
DASI, DAN AKUISISI BANK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998;

Merger adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan cara
tetap mempertahankan berdirinya salah satu Bank dan membubarkan
Bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu;

Konsolidasi adalah penggabungan dari 2 (dua) Bank atau lebih, dengan
cara mendirikan Bank baru dan membubarkan Bank-bink tersebut tanpa
melikuidasi terlebih dahuluy;

Akuisisi adalah pengambilalihan kepemﬂikan suatu Bank yang
mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Bank;

Pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik secara
langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan dan
atau kebijaksanaan Bank;

Saham Bank adalah bukti penyetoran modal atas nama pemegangnya
bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lain yang
disamakan dengan saham bagi Bank yang berbentuk badan hukum

lainnya.
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Pasal 2

Merger dan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengaki
batkan :

a. pemegang saham Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi ‘:,_._.
menjadi pemegang saham Bank hasil Merger atau Bank hasil Konsoli- 4
dasi: : 3

b. aktiva dan pasiva Bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi, :
beralih karena hukum kepada Bank hasil Merger atau Bank hasil -
Konsolidasi. 5

BAB II
SYARAT-SYARAT i
MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI ‘

Pasal 3
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dapat dilakukan atas :
'a. inisiatif Bank yang bersangkutan; atau

b. permintaan Bank Indonesia; atau

BB RS A C I WA e

¢. inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan
perbankan.

B

Pasal 4

(1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yang dilakukan atas inisiatif
Bank yang bersangkutan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari
Pimpinan Bank Indonesia.

el Tt ....-./ x

(2) Kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku pula untuk
Merger dan Konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus yang
bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Pasal §
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dilakukan dengan memperhatikan :

a. kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan
Bank; dan

b. kepentingan rakyat baﬁyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan
usaha Bank. S
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Pasal 6

(1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tidak mengurangi hak pemegang
saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

(2) Pemegang saham minoritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya
dapat menggunakan haknya agar saham yang dimiliki dibeli oleh Bank
dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak
menghentikan proses pelaksanaan Merger, Konsolidasi dan AKuisisi.

Pasal 7

(1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi hanya dapat dilakukan dengan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Bank yang berbentuk

Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank yang berbentuk hukum
lainnya.

(2) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dilakukan berdasarkan keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham
yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh
sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara
pemegang saham yang hadir.

(3) Bagi Bank yang berbentuk Perseroan Terbuka, dalam hal persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, maka syarat
kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pasal 8

Untuk dapat memperoleh izin Merger atau Konsolidasi, wajib dipenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Telah memperoleh persetujuan dari Rapat Unium Pemegang Saham bagi
Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas atau rapat sejenis bagi Bank
yang berbentuk hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

b. Pada saat terjadinya Merger atau Konsolidasi, jumlah aktiva Bank hasil
Merger atau Konsolidasi tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari
jumlah aktiva seluruh Bank di Indonesia. ;

c. Permodalan Bank hasil Merger atau Konsolidasi harus memenuhi
ketentuan rasio kecukupan modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
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d. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditunjuk tidak
tercantum dalam daftar orang yang melakukan perbuatan tercela di
bidang perbankan.

Pasal 9

(1) Akuisisi Bank dilakukan dengan cara mengambil alih seluruh atau
sebagian saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank
kepada pihak yang mengakuisisi. 4

Bursa Efek, yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pemegang 4
saham perorangan atau badan hukum menjadi lebih dari 25% (dua puluh
lima per seratus) dari saham Bank yang telah dikeluarkan dan 34
mempunyai hak suara, dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian
Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali yang bersangkutan ‘#
dapat membuktikan sebaliknya. 3

(3) Pengambilalihan saham Bank yang mengakibatkan kepemilikan saham -2
oleh pihak yang mengambil alih menjadi 25% (dua puluh lima per ‘3
seratus) atau kurang dari saham Bank yang telah dikeluarkan dan
mempunyai hak suara dianggap tidak mengakibatkan beralihnya pengen-
dalian Bank, kecuali yang bersangkutan menyatakan kehendaknya untuk
mengendalikan atau dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan secara
langsung atau tidak langsung mengendalikan Bank tersebut.

Pasal 10

Untuk memperoleh izin Akuisisi wajib dipenuhi persyaratan sebagai berkut :

a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari
Bank yang akan diakuisisi atau rapat sejenis dari Bank yang berbadan )
hukum bukan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

b. Pihak yang melakukan akuisisi tidak tercantum dalam daftar orang yang
melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

¢. Dalam hal Akuisisi dilakukan oleh Bank, maka Bank wajib memenuhi
ketentuan mengenai penyertaan modal oleh Bank yang diatur oleh Bank
Indonesia. )

BAB III
TATA CARA MERGER

Pasal 11

(1) Direksi Bank yang akan menggabungkan diri dan menerima
penggabungan masing-masing menyusun usulan rencana Merger.
(25 Us.ulan ~ sebagaimana’ dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat
- persetujuan Komisaris dan sekurang-kurangnya memuat :
a. nama dan tempat kedudukan Bank yang akan melakukan Merger;
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b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Bank yang akan
melakukan Merger dan persyaratan Mergcr

c. tata cara konversi saham dari masing-masing Bank yang akan
melakukan Merger terhadap saham Bank hasil Merger;

d. rancangan perubahan Anggaran Dasar;

e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku
terakhir dari semua Bank yang akan melakukan Merger; dan

f. hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing

Bank, antara lain :

1) neraca proforma Bank hasil Merger sesuai dengan standar
akuntansi keuangan, serta perkiraan mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan keuntungan dan kerugian serta masa depan
Bank yang dapat diperoleh dari Merger berdasarkan hasil
penilaian ahli yang independen;

2) cara penyelesaian status karyawan Bank yang akan melakukan
Merger;

3) cara penyelesaian hak dan kewajiban Bank terhadap pihak
ketiga,

4) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;

5) susunan, gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris
Bank hasil Merger;

6) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Merger;

7) laporan mengenai keadaan dan jalannya Bank serta hasil yang
telah dicapai;

8) kegiatan utama Bank dan perubahan selama tahun buku yang
sadang berjalan;

9) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang
berjalan yang mempengaruhi kegiatan Bank;

10) nama anggota Direksi dan Komisaris; dan

11) gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Pasal 12

Dalam hal Bank akan melakukan Merger tergabung dalam 1 (satu) grup atau

antar grup, usulan rencana Merger memuat neraca konsolidasi dan neraca
proforma dari Bank hasil Merger.

Pasal 13
(1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, merupakan
bahan untuk menyusun Rancangan Merger yang disusun bersama oleh
Direksi Bank yang akan melakukan Merger.
(2) Rancangan Merger sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana Merger
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

(3) Selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Rancangan Merger
harus memuat penegasan dari Bank yang akan menerima penggabungan
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i

mengenai penerimaan peralihan segala hak dan kewajiban dari Bank 4

yang akan menggabungkan diri. 3
Pasal 14

(1) Sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing -__’:5
Bank, Direksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan Rancangan ‘§3
Merger selambat-lambatnya : C A
a. 30 (tiga puluh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam?2 4

(dua) surat kabar harian yang berperedaran luas; %4
b. 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham 23
kepada karyawan Bank secara tertulis.

(2) Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagai- %3
mana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.

Pasal 15

(1) Rancangan Merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berikut
konsep Akta Merger, wajib disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang

Saham masing-masing Bank. 3

(2) Konsep Akta Merger yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum %

Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan 3,

dalam Akta Merger yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa i

Indonesia.

Pasal 16 ";

(1) Setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk 2

melakukan Merger, Direksi masing-masing Bank secara bersama-sama «

mengajukan ‘permohonan izin Merger kepada Bank Indonesia dengan .3

tembusan kepada Menteri Kehakiman, = . . - 3

| ) Pcﬁnohonan izin' Merger sebagaimana dimaic'sﬁd dalam ayat (1), :
‘ diajukan dengan melampirkan Akta Perubahan Anggaran Dasar beserta
Akta Merger. ' ,

- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Merger sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Bank Indonesia dalam waktu
paling lama 30 (tiga.puluh) hari sejak permohonan diterima secara
lengkap, - - ‘

wia S s oo (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bank

- ' Indonesia tidak memberikan tanggapan atas. permohonan izin Merger,

' "maka Bank Indonesia dianggap telah menyetujui permohonan izin

SG ngneues . Merger. Lo L o W own g R
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(5) Dalam hal penmohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus
diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya.

(6) Tembusan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) disampaikan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 17

(1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger memerlukan
persetujuan Menteri Kehakiman, maka bersamaan dengan pengajuan
permohonan izin Merger kepada Bank Indonesia, Direksi Bank hasil
Merger mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar
kepada Menteri Kehakiman.

(2)- Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara
tertulis dengan melampirkan :
a. Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan
b. Akta Merger.

(3) Menteri Kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan atas perubahan
Anggaran Dasar Bank hasil Merger setelah memperoleh tembusan izin
Merger dari Bank Indonesia.

(4) Persetujuan atau penolakan Menteri Kehakiman atas permohonan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari setelah diperolehnya izin Merger dari Bank
Indonesia.

(5) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus
diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya.

Pasal 18

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Akta Perubghan
Anggaran Dasar memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman, Direksi.
Bank hasil Merger wajib mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar
dalam Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia. ‘

Pasal 19

(1) Dalam hal perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Merger tidak
memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, maka dalam jangka waktu
paling lama 14 (empat belas) hari "terhitung sejak Rapat Umum
Pemegang Saham, Direksi Bank hasil Merger wajib melaporkan Akta
Merger dan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Menteri
Kehakiman. .
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M"

(2) Menteri Kehakiman hanya dapat mengeluarkan surat tanda penerimaan
laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah diperolehnya izin
Merger dari Bank Indonesia.

(3) Direksi Bank hasil Merger dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

L e, E-,-,i,-,-;' Ry

puluh) hari terhitung sejak penerimaan laporan oleh Menteri Kehakiman .3

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib mendaftarkan Akta Merger
dan Akta Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan, serta
mengumurnkan dalam Tambahan Berita Negara.

Pasal 20

(1) Apabila Merger dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ]

dimaksud dalam Pasal 17, maka Bank yang menggabungkan diri bubar

demi hukum, terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman

atas perubahan Anggaran Dasar.

- (2) Apabila Merger dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana :

dimaksud dalam Pasal 19, maka Bank yang menggabungkan diri bubar -
demi hukum, terhitung sejak tanggal pendaftaran Akta Merger dan Akta
Perubahan Anggaran Dasar dalam Daftar Perusahaan.

(3) Bank yang mempunyai bentuk hukum selain Perseroan Terbatas

berlakunya Merger dan bubarnya Bank yang menggabungkan diri mulai -

berlaku terhitung sejak tanggal persetujuan perubahan Anggaran Dasar
Bank hasil Merger dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

(1) Terhitung seJa.k tanggal penandatanganan Rapat Umum Pemegang ;
Saham atas Akta Merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2),
Direksi Bank yang menggabungkan diri tidak dapat melakukan
perbuatan hukum berkaitan dengan aset Bank yang bersangkutan, kecuali :

dalam rangka pclaksanaan Merger.

2) Pelanggaran terhadap ketenman sebagaunana dimaksud dalam ayat (M
merupakan tanggung jawab Direksi Bank yang bersangkutan.

' Pasa! 22
(1) Direksi Bank hasil Merger wajib mengumumkan hasil Merger dalam 2

(dua) surat kabar harian yang berperedaran luas paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Merger.

(2) Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asetnya kurang dari

~ Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.
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BAB 1V
TATA CARA KONSOLIDASI

Pasal 23

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,
Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 22 berlaku juga untuk Konsolidasi Bank.

(2) Akta Konsolidasi yang dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (2), menjadi dasar pembuatan Akta Pendirian Bank hasil Kon-
solidasi.

Pasal 24

(1) Dalam waktu yang bersamaan dengan pengajuan izin Konsolidasi kepada
Bank Indonesia, Direksi Bank hasil Konsolidasi wajib mengajukan
permohonan persetujuan Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi kepada
Menteri Kehakiman dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

(2) Permohonan izin Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diajukan dengan melampirkan :
a. Akta Pendirian Bank hasil Konsolidasi;
b. Akta Konsolidasi.

Pasal 25

(1) Menteri Kehakiman hanya dapat memberikan persetujuan at-as‘
permohonan Akta Pengesahan Pendirian Bank hasil Konsolidasi setelah
terlebih dahulu memperoleh izin Konsolidasi dari Bank Indonesia.

(2) Persetujuan atau penolakan Menteri Kehakiman atas permohonan
pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam
Jjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah diperolehnya izin
Konsolidasi dari Bank Indonesia.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
Menteri Kehakiman tidak memberikan tanggapan atas permohonan
pengesahan, maka Menteri Kehakiman dianggap telah menyetujui
permohonan pengesahan dimaksud.

(4) Dalam hal permohonan pengesahan ditolak, maka penolakan tersebut
harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya.

Pasal 26
Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Akta Pendirian Bank

hasil Konsolidasi memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman, Direksi
Bank hasil Konsolidasi wajib mendaftarkan Akta Pendirian Bank hasil
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Konsolidasi dalain Daftar Perusahaan dan mengumumkan dalam Tambahan =

Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal .27

Bank yang meleburkan diri bubar terhitung sejak Akta Pendirian Bank hasil &

Konsolidasi disahkan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 28

{1) Terhitung sejik tanggal penandatanganan Akta Konsolidasi, Direksi 3
Bank yang meleburkan diri dilarang melakukan perbuatan hukum 3
berkaitan dengan aset Bank yang bersangkutan, kecuali diperlukan dalam 3

rangka pelaksanaan Konsolidasi.

(2) Pelanggaran terhadap-kctentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

merupakan tanggung jawab Direksi Bank yang bersangkutan.

BAB V
.TATA CARA AKUISISI

Pasal 29

(1) Pihak yang akan mengakuisisi menyampaikan maksud untuk melakukan
Akuisisi kepada Direksi Bank yang akan diakuisisi.

(2) Direksi Bank yang akan diakuisisi dan pihak yang. akan mengakuisisi
masing-masing menyusun usulan rencana Akuisisi.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing wajib
mendapat persetujuan Komisaris Bank yang akan diakuisisi dan yang
mengakuisisi atau lembaga serupa dari pihak yang mengakuisisi dengan
memuat sekurang-kurangnya: - . -

a. nama dan tempat kedudukan Bank serta badan hukum lain, atau
identitas perorangan yang melakukan Akuisisi:

b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi Bank pengurus badan
hukum atau perorangan yang melakukan Akuisisi:

¢. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku
terakhir, terutama perhitungan tahunan tahun buku terakhir dari Bank
dan badan hukum lain yang melakukan Akuisisi;

d. tata cara konversi saham dari masing-masing pihak yang melakukan

- Akuisisi apabila pembayaran Akuisisi dilakukan dengan saham;
rancangan perubahan Anggaran Dasar Bank hasil Akuisisi;

Jjumlah saham yang akan diakuisisi;

kesiapan pendanaan;

cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas;

cara penyelesaian status karyawan dari Bank yang akan diakuisisi;

perkiraan jangka waktu pelaksanaan Akuisisi.

i@ o
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Pasal 30

Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakaa bahan untuk

~ menyusun Rancangan Akuisisi yang disusun bersama antara Direksi Bank

yang akan diakuisisi dengan pihak yang akan mengakuisisi.
Pasal 31

Rancangan Akuisisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sekurang-
kurangnya memuat hal-hal yang tercantum dalam usulan rencana AKuisisi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 32

(1) Sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing

Bank, Dircksi berkewajiban untuk mengumumkan ringkasan Rancangan

Akuisisi selambat-lambatnya :

a. 30 (tiga puluh) hari sebelurn Rapat Umum Pemegang Saham dalam 2
(dua) surat kabar harian yang berperedaran luas;

b. 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham
kepada karyawan Bank secara tertulis.

(2) Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat yang asctnya kurang dari
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), pengumuman sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara lain.

Pasal 33

Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi wajib mendapatkan
persetujuan dari

a. Rapat Umum Pemegang Seham Bank yang akan diakuisisi; dan
b. pihak yang akan melakukan Akuisisi. |
Pasal 34

Rancangan Akuisisi berikut konsep Akta Akuisisi yang telah disctujui
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dituangkan dalam Akta Akuisisi.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal
19 dan Pasal 22 berlaku pula untuk Akuisisi.

Pasal 36

(1) Akuisisi Bank mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta
Akuisisi.

(2) Akta Akuisisi dibuat dan ditandatangani setelah adanya izin Akuisisi dari
Bank Indonesia.
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BAB VI
KEBERATAN ATAS MERGER,
KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK

Pasal 37

(1) Kreditor dan para pemegang saham minoritas dapat mengajukan
keberatan kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemang-
gilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutus mengenaj
rencana Merger, Konsolidasi dan Akuisisi yang telah dituangkan dalam
Rancangan tersebut.

(2) Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) H
kreditor dan para pemegang saham minoritas tidak mengajukan 4
keberatan, maka kreditor dan pemegang saham minoritas dianggap 7%
menyetujui Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.

(3) Keberatan kreditor dan pemegang saham minoritas sebagaimana 'i
dimaksud dalam ayat (1), disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang 5
Saham guna mendapat penyelesaian.

(4) Selama penyelesaian sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) belum |
tercapai, maka Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tidak dapat %
dilaksanakan. . :

BAB VII ;
KETENTUAN LAIN-LAIN LA

Pasal 38

(1) Dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka Merger, Konsolidasi, dan N
Akuisisi, Direksi bertindak semata-mata untuk kepentingan Bank.
¢ .

(2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan Direksi, maka
Direksi wajib mengungkapkan hal terscbut dalam usulan rencana dan
Rancangan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi. '

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku
pula bagi Komisaris.

Pasal 39

Persyaratan dan tata cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi yang belum
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan
Bank Indonesia.

Pasal 40

(1) Akuisisi Bank yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin

' dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dinyatakan tidak sah, dan pihak yang melakukan Akuisisi dilarang
melakukan tindakan-tindakan sebagai pemegang saham Bank.
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(2) Bank yang bersangkutan dilarang melakukan pencatatan atas Akuisisi
dan atau memberikan hak-hak sebagai pemegang saham kepada pihak
yang melakukan Akuisisi dimaksud,

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur
dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41
Bank yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah :

a. memiliki persetujuan prinsip Merger atau Konsolidasi dari Menten
Keuangan; atau

b. mengajukan permohonan persctujuan atas akta perubahan Anggaran
Dasar kepada Menteri Kehakiman dan belum memperoleh persetujuan;
atau

c. memperoleh persetujuan atas akta perubahan Anggaran Dasar dari
Menteri Kehakiman,

wajib memperoleh izin Merger atau Konsolidasi dari Bank Indonesia sesuai
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan yang berkaitan dengan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dicabut atau
diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Bank yang berbentuk = hukum Perseroan Terbuka berlaku Peraturan
Pemerintah ini, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal. o ors 8
Pasal 44
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sepenuhnya berlaku untuk Bank

yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas scpanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Koperasi dan
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Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan _.-“-::_.
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 61

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG
MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK

UMUM

Perbankan memiliki peran yang strategis karcna fungsi utama perbankan sebagai penghimpun
_dan penyalur dana masyarakat dalam rangka menunjang perekonomian nasional. Dalam
kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa

perbankan yang semakin luas, baik dan berkualitas.
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Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sistem perbankan yang sehat, efisien dan mampu
bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas.Untuk itu perbankan perlu didorong untuk
memperkuat dirinya melalui berbagai upaya, antara lain Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.
Sinergi antara dua bank atau lebih dapat terjadi akibat dari Merger dan Konsolidasi, sehingga
diharapkan muncul bank yang kuat dengan kinerja yang lebih baik. Demikian juga, Akuisisi bank
dapat menunjang terciptanya sistem perbankan yang sehat dan efisien melalui masuknya investor
yang mempunyai modal kuat.

Merger, Konsolidasi dan Akuisisi, yang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas disebut dengan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, secara umum
telah diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas maupun dalam peraturan
pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan,
Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud
dibuka kemungkinan berlakunya ketentuan khusus yang mengatur tentang penggabungan, pele-
buran, dan pengambilalihan perseroan untuk bidang-bidang tertentu, seperti Perbankan dan Pasar
Modal. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan
perlunya pengaturan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dalam Peraturan Pemerintah.

Pengaturan mengenai Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dalam Peraturan Pemerintah ini
dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi 3ank yang akan
melakukan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Hurufb

Yang termasuk dalam pengertian aktiva dan pasiva Bank meliputi seluruh hak dan
kewajiban Bank yang tercatat dalam neraca maupun dalam rekening administratif.

Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
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Pasal 7
Ayat (1)

Untuk Bank yang berbentuk hukum Koperasi, yang dimaksud dengan rapat sejenis adalah
Rapat Anggota.

Ayat (2)
.Cukupjelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)

Akuisisi Bank yang dimaksud dalam pasal ini adalah Akuisisi yang dilakukan baik secara
langsung maupun melalui Bursa Efek, dan dilakukan baik oleh Warga Negara Indonesia
dan atau badan hukum Indonesia, maupun oleh Warga Negara Asing dan atau badan
hukum asing.

Akuisisi yang dilakukan melalui Bursa Efek dalam prakteknya dapat juga dilakukan
dengan maksud untuk memiliki dan mempengaruhi pengelolaan Bank. Terhadap pihak-
pihak seperti ini perlu diberikan perlakvan yang sama dengan pihak-pihak yang
melakukan Akuisisi secara langsung.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas

SKRIPSI KONVERSI SAHAM DALAM FEBRYANTI SUBAKTININGSIH LAYARDI



! IR-PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA e
; Lampiran 6 : 126 g
i .

Huruf b '
Cukup jelas

Hurufc
Cukup jelas
Huruf d

Ran.cangan perubahan Anggaran Dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai
bagian usulan apabila Merger tersebut menyebabkan adanya perubahan Anggaran
Dasar. :

Hurufe
Cukup jelas
Huraff

R A s R R s

Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)

Pengumuman di sini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan untuk mengetahui adanya rencana Merger, Konsolidasi dan
Akuisisi. Apabila terdapat pihak yang merasa kepentingannya dirugikan jika rencana
tersebut dilaksanakan, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan guna membela
kepentingannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan cara lain dalam pasal ini misalnya dengan menempatkan
pengumuman pada papan pengumuman dari kantor kecamatan dan di kantor Bank
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“Hurufc . . : 2

© Yang dimaksud dengan badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penychatan
- perbankan adalah badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998. : cb

Pasal 4

Ayat (1) dan Ayat (2)
v i . ; .‘I
Dalam memberikan izin Merger, Konsolidasi dan Akuisisi, Bank Indonesia akan menilaj
apakah pelaksanaan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi tersebut - i

a.- dapat mendorong kinerja Bank dan sistem perbankan nasional: L

b. .tidak menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi pada | (satu) orang atau kelompok
dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat; 5

-¢. -tidak merugikan nasabah Bank.

Pasal §
Hurufa

Kepentingan Bank dalam hal ini antara lain bahwa Merger, Konsolidasi atau Akuisisi -
dilakukan dalam rangka meningkatkan kesehatan dan atau permodalan Bank.
Kepentingan kreditor dalam hal ini menyangkut pengembalian dana terhadap kreditor
yang bersangkutan, termasuk pula nasabah penyimpan dana. Kepentingan pemegang
saham minoritas adalah hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya kepada
Bank dengan harga yang wajar. Kepentingan karyawan Bank adalah hak-hak karyawan
Bank sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Hurufb

e I A A I O P I R T LAy Voo Do e Tand s sd, sy d ot v e w4 e S )
oy R R O 2 B o e vty e S saatl it AR L ke RS NS R R

Cukup jelas

Pasal 6

B WAL e

et

. Ayat (1)
T Culapjeas
Ayat (2)
| Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
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Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.
Pasal 15
Ayat (1)
Konsep Akta Merger berisikan pokok isi semua hal yang termuat dalam Rancangan
Merger.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Untuk Bank yang berbentuk hukum sclain Perseroan Terbatas, tembusan permohonan
izin Merger disampaikan kepada instansi yang berwenang untuk menyetujui perubahan
Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)

Untuk Bank yang berbentuk hukum sclain Perseroan Terbatas, tembusan permohonan
izin Merger disampaikan kepada instansi yang berwenang menyetujui perubahan
Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup-jelas "
Ayat (4) ‘
Cukup jela§
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 18

Yang dimaksud dengan “Daftar Perusahaan” adalah daftar sebagaimana dimaksud dalam °
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daflar Perusahaan.

Pasal 19~ _ _ - _ . J
Ayat (1) :
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 21 "
Ayat (1)~

Perbuatan hukum berkaitan dengan aset Bank antara lain menjual, mengalihkan,
menghapuskan, menjamin, menyewakan aset dan memberikan kredit. Ketentuan ini tidak
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Ayat (3),
Cukup jelas
Ayat (4)

o el e e AR R
s Mo i SR R i SRR

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas

- AR A T i 5 L

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28.
Ayat (1)

Perbuatan hukum berkaitan dengan aset Bank antara lain menjual,
menghapuskan, menjamin, menyewakan aset dan memberikan kredit.

Ketentuan ini tidak membatas; kewenangan Direksi untuk melakukan perbuatan hukum
yang diperlukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan
menempatkan dana yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Ayat (2)
Cukup jelas

mengalihkan,

Pasal 29 N
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak” dalam hal inj dapat berupa perseroan, badan hukum lain
yang bukan perseroan, atau perorangan.

Ayat (2)

Untuk Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas, ketentuan mengenai prosedur Akuisisi
dalam hal ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 103 ayat (3), ayat

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” sekurang-kurangnya adalah nama lengkap, tempat
dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan orang yang

RDI
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bersangkutan.
Huruf b
Cukup jelas
Hunuf ¢ 7
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Rancangan perubahan Anggaran Dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai
bagian dari usulan apabila Akuisisi tersecbut menyebabkan adanya perubahan
Anggaran Dasar,
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Huruf'i

Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
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Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

£ R RS B A S e

Pasal 34

S

. Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) -
& _Cukup jelas
Pasal 37
Ayat(l)
- Cukup jelas’
Ayat (2) '
| Cukup jelas

Alyat 3)

Pengertian penyclcsman dalam hal ini tidak harus berarti pembayaran kembali piutang
seketika, tetapi dapat juga berupa kesepakatan tentang penyelcsauan keberatan kreditor
dan pemegang saham minoritas.

Ayat (4)
Cukup jelas
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|
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal -39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)

Nama pihak yang melakukan Akuisisi tanpa terlebih dahulu memperoleh izin Pimpinan
Bank Indonesia tidak dapat dicatat dalam daftar pemegang saham Bank.

Ayat (2)

Hak-hak sebagai pemegang saham yang dimaksud dalam ayat ini antara lain adalah untuk
hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, serta hak untuk
memperoleh deviden.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas
Pasal 42

Cukup jelas
Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
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Pasal 45 !
Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3840
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

: - bahwa untuk menciptakan sistem perbankan yang schat, efisien, tangguh
* +:dan.mampu bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan bebas,

diperlukan upaya yang dapat mendorong Bank memperkuat
permodalannya;

bahwa' untuk memperkuat permodalan perbankan, perlu  dibuka

- kemungkinan 'yang lebih besar bagi masyarakat untuk membeli saham

Bank;

bahwa berhubung dengan itu perlu untuk mengatur ketentuan tentan
pembelian saham Bank Umum dalam Peraturan Pemerintah; '

. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran

Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2865);

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran

Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3790);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

- (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3587);
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5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3608);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger,
Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3840)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBELIAN SAHAM
BANK UMUM.

BAB I
"KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;

2. Perorangan adalah orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia
maupun Warga Negara Asing;

3. Badan Hukum adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum yang
berkedudukan di luar negeri dan didirikan tidak berdasarkan hukum -
Indonesia, :

Pasal 2

(1) Perorangan dan Badan Hukum dapat melakukan pembelian saham Bank
baik secara langsung maupun melalui Bursa Efek.

(2) Perorangan dan Badan Hukum yang membeli saham Bank wajib
memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham Bank sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3
Jumlah kepemilikan saham Bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan
Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun

melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh
sembilan per seratus) dari jumlah saham Bank yang bersangkutan, -

KONVERSI SAHAM DALAM EEBRYANTI SUBAKTININGSIH LAYARDI
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Pasal 4

.(1-). Perﬁbéliaﬁ saham oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum -
Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus per seratus) :
dari jumlah saham Bank yang tercatat di Bursa Efek. h

(2) Bank 'yang dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-
banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah
saham Bank yang bersangkutan.

.(3) Sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dari saham Bank sebagaimani -

dimaksud dalam ayat (2) yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap
dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.

Pasal 5

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah ini, segala
ketentuan mengenai akuisisi Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan °
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi

Bank dan peraturan pelaksanaannya berlaku terhadap pembelian saham
Bank,

Pasal 6

(1) Setiap pembelian saham Bank yang dilakukan secara langsung yang
tidak termasuk dalam kategori akuisisi Bank sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger,
Konsolidasi dan Akuisisi Bank, wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi.

(2) Dalam hal pembelian saham Bank yang dilakukan melalui Bursa Efek,
maka kewajiban pelaporan kepada Badan Pengawas Pasar Modal
(Bapepam) bagi pihak yang melakukan pembelian saham sebagaimana
diatur dalam peraturan di bidang pasar modal disampaikan pula kepada
Bank Indonesia.

Pasal 7

(1) Apabila pihak yang membeli saham Bank tidak memenuhi persyaratan
sebagai pemegang saham yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka
saham yang dibeli tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain yang
memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham selambat-lambatnya
dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberitahuan dari Bank
Indonesia kepada pembeli saham yang bersangkutan.

(2) Apabila d;'ﬂam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pihak yang membeli saham tidak mengalihkan kepemilikan saham

tersebut, maka pembeli yang bersangkutan dilarang melakukan tindakan-
tindakan sebagai pemegang saham Bank.

SKRIPSI
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(3) Bank yang sahamnya dibeli oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dilarang melakukan pencatatan atas pembelian saham.tersebut
dan atau memberikan hak-hak apapun sebagai pemegang saham kepada
pembeli saham dimaksud.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur
dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahu1 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian saham Bank ditetapkan oleh
Bank Indonesia.

Pasal 9
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan pcnempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 62
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~ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1999
TENTANG

- PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM

Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan 3%
layanan jasa perbankan yang semakin luas, baik dan berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut 3%
diperlukan sistem Perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu bersaing. Untuk itu #
Perbankan perlu didorong untuk memperkuat permodalannya, baik dengan mengupayakan ,'_5"-
sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri.

Mengingat hal tersebut, perlu dibuka kemungkinan yang lebih besar bagi masuknya modal asing
melalui pembelian saham Bank Umum oleh masyarakat baik perorangan maupun Badan Hukum, %
serta baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan atau badan hukum &
Indonesia maupun Badan Hukum Asing dengan tetap mempertahankan prinsip kemitraan,
Kewajiban untuk mempertahankan adanya kepemilikan pihak Indonesia merupakan penjabaran
dari prinsip kemitraan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Diharapkan perorangan dan atau Badan Hukum yang membeli saham Bank Umum akan mampu
melakukan peningkatan permodalan dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tingkat
kesehatan bank yang bersangkutan. Pada gilirannya, dengan perubahan struktur permodalan
dimaksud akan dapat membantu menciptakan sistem perbankan yang sehat.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 |
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)

Yang dapat dipersamakan dengan pembelian saham adalah semua perbuatan hukum yang
mengakibatkan peralihan hak atas saham.

Yang dimaksud pembelian saham secara langsung adalah pembelian saham yang
dilakukan tidak melalui Bursa Efek. Termasuk dalam pengertian pembelian saham secara
langsung adalah pembelian saham Bank Umum yang berbentuk perseroan terbuka yang
dilakukan di luar Bursa Efek. '

Ayat (2)

Persyaratan sebagai pemegang saham Bank diatur dalam ketentuan mengenai pendirian
Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
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Pasal 3

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai penjabaran dari prinsip kemitraan sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) dan Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan agar ketentuan jumlah maksimum kepemilikan saham Bank
oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing sebagaimana diatur dalam Pasal
3 tetap dapat diterapkan bagi Bank yang telah mencatatkan sahamnya di Rursa Efek.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam peraturan di bidang pasar modal antara lain diatur bahwa setiap pihak yang
memiliki sekurang-kurangnya 5 % (lima per seratus) dari saham perusahaan publik wajib
melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas
saham perusahaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak

terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, maka kewajiban
pelaporan kepada Bapepam tersebut wajib pula disampaikan kepada Bank Indonesia.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2) |

Cukup jelas
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Ayat (3)

Nama pihak yang telah melakukan pembelian saham Bank namun tidak memenuhj
persyaratan sebagai pemegang saham Bank tidak dapat diatur dalam daftar pemegang
saham Bank. '

Hak-hak sebagai pemegang saham yan
untuk hadir dan memberikan suara dal
memperoleh dividen.

E:
3
-
5
i
g
&
A

g dimaksud dalam ayat ini antara lain adalah hak
am Rapat Umum Pemegang Saham, dan hak untuk

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas,
Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3841
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Peraturan Bapepam

PERATURAN NOMOR IX.G.1:
PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA
PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN.
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Nomor : Kep-52/PM/1997
Tanggal : Desember 1997

1. Definisi

a.

Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu)
Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang
telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Peleburan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua)
Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk 1 (satu)
Perseroan baru dan masing-masing Perseroan menjadi bubar.

2. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha hanya dapat dilaksanakan bila hal
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.  Persyaratan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a.

direksi dan komisaris Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib membuat pernyataan
kepada Bapepam dan Rapat Umum Pemegang Saham bahwa Penggabungan
Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan
Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta
ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan
karyawan;

surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf a harus didukung
oleh pendapat yang diberikan pihak independen;

memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik
atau Emiten;

Perusahaan Publik atau Emiten yang akan melakukan Penggabungan Usaha
atau Peleburan Usaha wajib menyampaikan pernyataan penggabungan usaha
atau pernyataan peleburan usaha kepada Bapepam yang berisi Rancangan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

‘4, Tata Cara Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib dilaksanakan dengan
memenuhi tata cara sebagai berikut:

a.

Direksi masing-masing Perseroan, setelah memperoleh persetujuan komisaris,
wajib menjajagi kelayakan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang
antara lain meliputi kegiatan penelaahan atas :

1) keadaan usaha Perseroan serta perkembangan hasil usaha Perseroan,
dengan memperhatikan pula laporan keuangan Perseroan yang telah
_ diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam selama 3 (tiga) tahun
terakhir;’

http:/iwww.bapepam.go.id/hukum/peraturan/emiten/iX.G.1.htm
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hasil analisis pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan
aktiva tetap Perseroan serta aspek hukum Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha;

metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang
didukung oleh keterangan dari pihak independen mengenai hal
tersebut;

cara penyelesaian kewajiban Perseroan terhadap pihak ketiga;

cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju
terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

struktur organisasi dan sumber daya manusia setelah Penggabungan
Usaha atau Peleburan Usaha;

analisis manajemen terhadap kondisi Perseroan setelah
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Direksi masing-masing Perseroan secara bersama-sama wajib menyusun
Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang telah disetujui
komisaris yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut :

1)
2)

3)

4)

7)

8)
9)

10)

nama dan tempat kedudukan Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

alasan serta penjelasan dari masing-masing Perseroan yang akan
melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usahaz;

tata cara konversi saham dari masing-masing Perseroan yang akan
melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap
saham Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Penggabungan
Usaha (jika ada) atau Rancangan akta pendirian Perseroan baru hasil
Peleburan Usaha;

laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di
Bapepam dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang meliputi 3 (tiga)
tahun buku terakhir;

dalam hal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan
keuangan tahunan terakhir, maka laparan keuangan tersebut harus
dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit,
sehingga jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dan tanggal laporan
keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;

laporan keuangan proforma Perseroan hasil Penggabungan Usaha
atau Peleburan Usaha yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum;

nama dan tempat kedudukan Perseroan hasil Penggabungan Usaha
atau Peleburan Usaha;

hasil penilaian Pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan
kekayaan Perseroan;

hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha (jika diperlukan);

hitp:/iwww.bapepam.go.id/hukum/peraturan/emiten/1X.G.1.htm
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11) pendapat akuntan yang terdaftar di Bapepam mengenai metode dan
tata cara konversi saham sebagaimana termuat dalam Rancangan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

12) pendapat hukum dari konsultan hukum independen yang terdaftar di
Bapepam mengenai aspek hukum dari Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha;

13) cara penyelesaian status karyawan Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

14) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap pihak ketiga;

15) cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak
setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;

16) susunan direksi dan komisaris Perseroan hasil Penggabungan Usaha
atau Peleburan Usaha;

17) perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan
kerugian serta masa depan Persercan yang diperoleh dari
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; dan

18) perkiraan saat pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha.

Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana tersebut
di atas akan mengakibatkan perubahan yang material terhadap sifat perseroan,
kondisi keuangan atau hal-hal lain yang mempengaruhi perseroan, maka
keseluruhan dampak dari perubahan tersebut harus dicakup dalam dokumen
sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b peraturan ini.

Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang berisi
Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha beserta dokumen
pendukung secara lengkap waijib disampaikan kepada Bapepam paling lambat
akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris.

Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib diumumkan
ringkasannya kepada masyarakat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa
Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional paling lambat akhir hari
kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris. Pengumuman
dimaksud memuat informasi bahwa Rancangan Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha tersebut belum mendapatkan efektif dari Bapepam dan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal Bapepam tidak meminta Perusahaan Publik atau Emiten untuk
mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua
puluh) hari setelah pengajuan pemyataan Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha, maka pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha dianggap telah diajukan secara lengkap dan memenuhi persyaratan
serta tata cara yang ditetapkan pada tanggal pengajuan.

Dalam hal informasi mengenai rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha telah diketahui pihak luar, maka Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha harus memberikan tanggapan
kepada Bapepam dan mengumumkan hal tersebut kepada masyarakat paling
lambat akhir hari kerja berikutnya setelah rencana tersebut diketahui pihak luar.

hitp://www.bapepam.go.id/hukum/peraturan/emiten/IX.G.1.htm
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Dalam hal perseroan yang melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan
Usaha merupakan perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, maka
perseroan tersebut wajib mengikuti peraturan Bursa Efek dimana saham
perseroan tersebut dicatatkan.

5. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penggabungan
Usaha atau Peleburan Usaha.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik atau Emiten

yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.

Selambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib mengumumkan Rancangan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha melalui 2 (dua) surat kabar
harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional yang
sekurang-kurangnya memuat ringkasan dari informasi sebagaimana disebutkan
dalam angka 4 huruf b peraturan ini.

Setambat-lambatnya 28 (duapuluh delapan) hari sebelum pelaksanaan Rapat
Umum Pemegang Saham, surat edaran yang sekurang-kurangnya memuat
informasi sebagaimana disebutkan dalam angka 4 huruf b peraturan ini wajib
disediakan Perseroan untuk para pemegang saham;

Rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik
atau Emiten dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor [X.1.1
tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;

Jika terdapat Benturan Kepentingan dalam suatu Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha, maka rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham waijib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu,

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menyetujui Rancangan
Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka Rancangan tersebut baru
dapat diajukan kembali kepada Bapepam 12 (dua belas) bulan setelah
pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

6. Dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu tidak berlaku.

Isi peraturan dan produk hukum yang ditampilkan merupakan hasil reproduksi dari dokumen aslinya. Jika ada

keraguan mengenai isi, agar memperhatikan dokumen aslinya.
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 4 tentang Laporan Keuangan
Konsolidasi disetujui dalam Rapat Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24
Agustus 1994 dan telah disahkan oleh Pengurus Pusat lkatan Akuntan Indonesia pada
tanggal 7 September 1994.

Pernyataan ini tidek waijib diterapkan untuk unsur yang tidak material {immaterial items).

Jakarta, 7 September 1884

Pengurus Pusat
lkatan Akuntan Indonesia

Komite Prinsip Akuntansi Indonesia

Hans Kartikahadi Ketua

Jusuf Halim Sckretaris

Hein G. Surjaatmadia Anggota
i IKatjep K. Abdoelkadir Anggota
: Wahjudi Prakarsa Anggota
1 Jan Hoesada Anggota
| M. Ashadi Anggota
I Mirza Mochtar Anggota
| IPG. Ary Suta Anggota
: Sobo Sitorus Anggota
i Timoty Marnandus Anggota
! Mirawati Soedjono . Anggota

Hak Cipta “1984 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
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PENDAHULUAN
Tujuan

Pernyataan ini mengatur penyajian.laporan keuangan konsolidasi suatu kelompok
perusahaan yang berada di bawah'ﬁengendalian suatu induk pefusahaar//Laporan
keuangan konsolidasi disajikan untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang
meliputi posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas dari suatu kelompok perusahaan,
yang secara ekonomis dianggap merupakan satu kesatuan usaha.

Ruang Lingkup

01 Pernyataan ini tidak mengatur:

(a) metode akuntansi untuk penggabungan usaha serta pengaruhnya terhadap konsolidasi,
termasuk goodwill yang timbul dalam penggabungan usaha;

(b) akuntansi untuk investasi pada perusahaan asosiasi; dan

(c) akuntansi untuk investasi pada pengendalian bersama operasi dan aktiva.

02 Pernyataan ini diberlakukan untuk semua induk perusahaan sepanjang belum
ada pengaturan khusus dalam Pernyataan tersendiri mengenai penyusunan laporan
keuangan konsolidasi.

Definisi

(3 Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Pengendalian (Control) adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan finansial dan

operasional dari suatu perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perusahaan
tersebut.

Anak perusahaan (Subsidiary) adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan
lain (yang disebut induk perusahaan).

Induk perusahaan (Parent company) adalah perusahaan yang memiliki satu atau lebih
anak perusahaan.

Kelompok (grup) perusahaan adalah kumpulan induk perusahaan dan seluruh anak
perusahaannya.

Hak Cip1a.b|99a IKATAN AKUNTAN INDONESIA 4 l
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Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan dari suatu grup perusahaan
yang disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi.

Hak minoritas adalah bagian hasil usaha dan bagian aktiva neto dari anak perusahaan
yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan.

PENJELASAN

04 Para pengguna laporan keuangan pada umumnya ingin mengetahui dan
mendapatkan informasi tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dari suatu
kelompok perusahaan secara keseluruhan. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui
penyajian laporan keuangan konsolidasi yang menyajikan informasi keuangan dari suatu
kelompok perusahaan sebagai satu kesatuan gkonomi meskipun masing-masing
perusahaan dalam kelompok tersebut merupakan suatu entitas hukum yang terpisah
satu sama lain.

Kriteria Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

(6 \aporan keuangan konsolidasi menggabungkan seluruh perusahaan yang
dikendalikan oleh induk perusahaan, kecuali: anak perusahaan sebagaimana dimaksud
dalain paragraf 6. Pengendalian (control) dianggap ada apabila induk perusahaan memiliki
baik secara langsung atau tidak langsung (melalui anak perusahaan), lebih dari 50% hak
suara pada suatu perusahaan. Walaupun suatu perusahaan memiliki hak suara 50%

atau kurang, pengendalian tetap dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya salah
satu kondisi berikut:

(a) mempunyai hak suara yang lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dengan
investor lainnya;

(b) mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional
perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;

(¢} mampu menunjuk atau memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan;

(d) mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus.

06 Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila:
{a) pengendalian dimaksudkan untuk sementara, karena saham anak perusahaan dibeli
dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek; atau
(b) anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga mempengaruhi
secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan.

Hak Cipla°1994 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

SKRIPSI KONVERSI SAHAM DALAM .EFEBRYANTI SUBAKTININGSIH LAYARDI

151



Lampiran 9

i
3
e

i

e

L

i

o

-

s o'y AN o derhte i "}-:

LA

&
3
%
5
2
i

OO~ MPb WK —

0

BEBYBRRLBR¥UEBBYIPRRBREIY

IR-PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan tersebut harus dipertanggungjawabkan
oleh induk perusahaan sebagaimana anak perusahaan lainnya, sesuai dengan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan No. 13 tentang Akuntansi untuk Investasi.

07 Anak perusahaan yang mempunyai kegiatan usaha yang berbeda dengan
kegiatan perusahaan lainnya dalam kelompok perusahaan tersebut, harus tetap
dikonsolidasikan. Dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi harus diungkapkan
kegiatan usaha khusus dari anak perusahaan tersebut.

Prosedur Konsolidasi

08 Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan induk
perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-
unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Agar laporan
keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok perusahaan
tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:
(a) saldo nilai tercatat (carrying amount) penyertaan induk perusahaan pada masing-

masing anak perusahaan dieliminasi dengan ekuitas anak perusahaan yang menjadi

bagian induk perusahaan;

(b) saldo antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan dalam kelompok perusahaan
tersebut, termasuk penjualan, beban dan dividen harus dieliminasi seluruhnya;

(c) keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi (unrealized profits) yang berasal
dari transaksi antar perusahaan harus dieliminasi;

{d) hak minoritas dalam laba bersih disajikan sebagai pengurang dari laba bersih konsolidasi
untuk mendapatkan jumlah laba bersih yang menjadi hak pemegang saham induk
perusahaan; dan

(e) Hak minoritas dalam aktiva bersih disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi, di
antara ekuitas dan kewajiban. Hak minoritas dalam aktiva bersih terdiri dari:

() suatujumlah pada saat terjadinya penggabungan usaha, yang dihitung dengan
cara yang ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 22
tentang Akuntansi Penggabungan Usaha; dan

(i) bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi setelah
tanggal penggabungan usaha.

(8 Laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan konsolidasi lazimnya adalah laporan keuangan dengan
tanggal pelaporan yang sama. Apabila ternyata tanggal pelaporannya berbeda, anak
perusahaan biasanya menyusun laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang sama
dengan induk perusahaan. Apabila penvesuaian tanggal tersebut tidak dapat dilakukan,
laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang berbeda tersebut dapat juga digunakan
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untuk tujuan konsolidasi sepanjang perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih
dari 3 (tiga) bulan. Sesuai dengan asas konsistensi, baik jangka waktu periode laporan
maupun perbedaan dalam tanggal pelaporan harus selalu sama dari waktu ke waktu.

10 Apabila laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang berbeda digunakan
untuk tujuan konsolidasi, maka penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan untuk
pengaruh yang material dari setiap peristiwa atau transaksi antar perusahaan, yang
terjadi antara tanggal pelaporan yang berbeda tersebut dengan tanggal pelaporan laporan
keuangan konsolidasi.

11 Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi
yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila suatu
perusahaan dalam kelompok tersebut menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda
dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi, maka
dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut.
Apabila penyesuaian yang diperlukan tersebut tidak dapat dihitung, maka fakta tersebut
harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi, beserta proporsi
unsur tersebut terhadap unsur sejenis dalam laporan keuangan konsolidasi.

12 Bila akuisisi dilakukan dalam tahun berjalan, maka hasil usaha anak perusahaan
yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah hasil usaha yang terhitung
sejak tanggal akuisisi, yaitu sejak pengendalian secara efektif terjadi. Apabila dilakukan
pengalihan/penjualan penyertaan atau pengurangan penyertaan pada anak perusahaan
yang menyebabkan induk perusahaan kehilangan kendali terhadap anak perusahaan, maka
hasil usaha anak perusahaan yang dikonsolidasikan adalah hasil usaha sampai dengan
tanggal penjualan/pengalihan penyertaan tersebut. Selisih antara saldo penyertaan induk
perusahaan dan saldo aktiva dan kewajiban anak perusahaan pada saat pengalihan/
penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laporan keuangan konsolidasi.
Untuk menjamin daya banding laporan keuangan antar periode, maka dalam informasi
tambahan diungkapkan mengenai pengaruh dari akuisisi anak perusahaan dan pengalihan

penyertaan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha periode berjalan dan periode
sebelumnya.

13 Terhitung sejak suatu perusahaan tidak memenuhi syarat sebagai anak
perusahaan dan juga tidak merupakan perusahaan asosiasi sebagaimana diatur pada

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 15 tentang Akuntansi Untuk Investasi I
Dalam Perusahaan Asosiasi, maka perlakuan akuntansi atas investasi tersebut harus B

mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 13 tentang Akuntansi Untuk
Investasi.
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14 Kerugian yang menjadi bagian dari pemegang saham minoritas pada suatu anak
perusahaan dapat melebihi bagiannya dalam modal disetor. Kelebihan tersebut dan
kerugian lebih lanjut yang menjad! bagian pemegang saham minoritas, harus dibebankan
pada pemegang saham mayoritas, kecuali terdapat kewajiban yang mengikat pemegang
saham minoritas untuk menutupi kerugian tersebut dan pemegang saham minoritas
mampu memenuhi kewajibannya. Apabila pada periode selanjutnya, anak perusahaan
melaporkan laba, maka laba tersebut harus terlebih dahulu dialokasikan kepada pemegang
saham mayoritas sampai seluruh bagian kerugian pemegang saham minoritas yang
dibebankan pada pemegang saham mayoritas dapat ditutup.

15 Apabila anak perusahaan mengeluarkan saham preferen kumulatit yang dimiliki

~oleh pemegang saham di luar grup, maka induk perusahaan menghitung bagiannya atas

laba atau rugi anak perusahaan setelah dilakukan penyesuaian terhadap dividen preferen,
walaupun dividen tersebut belum dideklarasikan.

Penyajian Tersendiri Laporan Keuangan Induk Perusahaan

16 Apabila dipenuhi kriteria konsolidasi maka laporan keuangan konsolidasi wajib
disusun. Untuk tujuan pelaporan keuangan, induk perusahaan yang memenuhi kriteria
konsolidasi tidak boleh meriyajikan tersendiri laporan keuangannya (tanpa konsolidasi)
karena hanya ada satu laporan keuangan yang berlaku umum (general purpose financial
statement) yaitu laporan keuangan konsolidasi. Akan tetapi laporan keuangan tersendiri
boleh disajikan apabila bertujuan untuk memberikan informasi tambahan bagi pengguna
laporan keuangan konsolidasi. Dalam laporan keuangan induk perusahaan yang disajikan
tersendiri tersebut, penyertaan pada anak perusahaan harus dipertanggungjawabkan
dengan menggunakan metode ekuitas.

Pengungkapan (Disclosure)

17 Agar para pengguna laporan keuangan konsolidasi dapat memahami hubungan
antara perusahaan-perusahaan dalam suatu grup, maka pengungkapan atas hal-hal
berikut harus dilakukan:

(a) daftar anak perusahaan (yang signifikan) yang antara lain mencakup: nama, tempat
kedudukan, persentase pemilikan dan persentase hak suara (apabila berbeda dengan
persentase pemilikan); ;

(b) alasan untuk tidak mengkonsolidasikan suatu anak perusahaan:

(c) sifat hubungan antarainduk perusahaan dan anak perusahaan yang menyebabkan
induk perusahaan dapat melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan meskipun
hak suara induk perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, 50% atau kurang.
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untuk memberikan informasi tambahan (bukan sebagai laporan keuangan pokok), metode

yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan penyertaan pada anak perusahaan,
harus diungkapkan.

SKRIPSI
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18 Apabila laporan keuangan induk perusahaan disajikan tersendiri dengan tujuan

Hak Clpla°|994 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak

KONVERSI SAHAM DALAM FEBRYANTI SUBAKTININGSIH LAYARDI



Lampiran 9

IR-PERPUSTAKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 4
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 4 terdiri dari paragraf 19-29.
Pernyataan ini harus dibaca dalam konteks paragraf 1 - 18

Ruang Lingkup Laporan Keuangan Konsolidasi

19 Suatuinduk perusahaan yang memiliki baik langsung maupun tidak langsung
melalui anak perusahaan lebih dari 50% saham berhak suara pada perusahaan lain, harus
menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan yang memiliki 50% atau
kurang saham berhak suara pada perusahaan lain, wajib menyusun laporan keuangan
konsolidasi apabila dapat dibuktikan bahwa pengendalian tetap ada. Laporan keuangan
konsolidasi harus mengkonsolidasikan seluruh anak perusahaan baik yang berada di
dalam negeri maupun di luar negeri.

2 Anak perusahaan tidak dikonsolidasikan apabila:
(a) pengendalian pada anak perusahaan bersifat sementara karena anak perusahaan

khusus diakuisisi dengan tujuan untuk dijual kembali atau dialihkan dalam jangka
pendek.

(b} anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang sehingga tidak mampu
mengalihkan dananya kepada induk perusahaan.

Penyertaan induk perusahaan pada anak perusahaan yang memenuhi salah satu kriteria
di atas harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan No. 13 tentang Akuntansi untuk Investasi.

Prosedur Konsolidasi

21 Transaksi dan saldo resiprokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan
harus dieliminasi.

22 Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang timbul dari transaksi antara
induk perusahaan dan anak perusahaan, harus dieliminasi.
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23 Untuk tujuan konsolidasi, tanggal pelaporan keuangan anak perusahaan pada
dasarnya harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan perusahaan induk. Apabila
tanggal pelaporan tersebut berbeda maka laporan keuangan anak perusahaan dengan
tanggal pelaporan yang berbeda tersebut dapat digunakan untuk tujuan konsolidasi
sepanjang:

(a) perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan
(b) peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan tersebut
diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

Apabila laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang berbeda (yang lebih dari tiga
bulan) digunakan untuk tujuan konsolidasi, maka penyesuaian yang diperlukan harus
dilakukan untuk pengaruh dari setiap peristiwa atau transaksi antar perusahaan yang
signifikan, yang terjadi antara tanggal pelaporan yang berbeda tersebut.

24 Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi
yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis. Apabila
tidak mungkin digunakan kebijakan akuntansi yang sama dalam menyusun laporan keuangan
konsolidasi, maka harus diungkapkan penggunaan kebijakan akuntansi yang berbeda
tersebut dan proporsi unsur yang terkait dengan kebijakan akuntansi tersebut terhadap
unsur sejenis dalam laporan keuangan konsolidasi.

25 Hak minoritas (minority interest) harus disajikan tersendiri dalam neraca
konsolidasi antara kewajiban dan modal. Hak minoritas dalam laba disajikan tersendiri
dalam laporan laba rugi konsolidasi.

26 Investasi pada anak perusahaan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 13 tentang Akuntansi untuk Investasi,
terhitung sejak investasi tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai anak perusahaan
dan juga bukan perusahaan asosiasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
No. 15 tentang Akuntansi untuk Investasi pada Perusahaan Asosiasi.

Penyajian Tersendiri Laporan Keuangan Induk Perusahaan

27 Induk perusahaan yang memienuhi kriteria konsolidasi, tidak boleh menyajikan
tersendiri laporan keuangannya ({tanpa konsolidasi) sebagai laporan keuangan untuk tujuan
pelaporan keuangan (general purpose financial statement). Laporan keuangan tersendiri
induk perusahaan hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan
keuangan konsolidasi. Dalam laporan keuangan tersendiri tersebut penyertaan pada anak
perusahaan harus menggunakan metode ekuitas.
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Pengungkapan
28 Pengungkapan berikut harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan

konsolidasi:

{a) daftar anak perusahaan (yang signifikan), yang antara lain mencakup: nama anak
perusahaan, tempat domiisili, bidang usaha dan persentase pemilikan dan persentase
hak suara (apabila berbeda dengan persentase pemilikan);

(b) alasan untuk tidak mengkonsolidasikan anak perusahaan, sebagaimana diatur pada
paragraf 20;

[c) sifat hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang menyebabkan
induk perusahaan dapat melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan meskipun
hak suara induk perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, 50% atau kurang;
dan

{d) pengaruh dari akuisisi dan penjualan atau pengalihan penyertaan pada anak perusahaan
terhadap posisi keuangan dan hasil usaha konsolidasi tahun berjalan dan tahun
sebelumnya.

Tanggal Efektif
29 Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan konsolidasi yang mencakupi

periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995. Penerapan lebih dini

dianjurkan.
Hak Cipta ® 1934 IXATAN AKUNTAN INDONESIA —45
Dilarang memioto-kopi atau memperbanyak '
SKRIPSI KONVERSI SAHAM DALAM .FEBRYANT| SUBAKTININGSIH LAYARDI



	HALAMAN JUDUL
	DAFTAR ISI
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	DAFTAR BACAAN
	LAMPIRAN



